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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai nepara kesatuan, sistem penyelenggaraan
pemerintah dibingkai dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, telah membawa pergeseran paradigma pemerintah dari
negara scbagai pusat kekuasaan (sentralistik) menuju negara yang lebih dekat
dengan rakyat (desentralistik). Tata kelola pemerintahan tidak lagi berorientasi
pada aspek pemenntahan (govermenf) akan tetapi beralih ke aspek tata
pemerintahan {(govermarice).

Profesionalisme birokrasi mempakan persyaratan mutlak untuk
mewujudkan good govermance (Tjokowinoto, 2001:3). Sebab, birokrasi
merupakan instrumen untuk bekerjanya snan admimistrasi. Dimana birokrasi
bekerja berdasarkan pembagian kerja, hifarki kewenangan, impersonalitas
hubungan, pengaturan perilaku, «an kemampuan teknis dalam menjalankan
tugas dan fungsinya Sebagal  penyelenggara administrasi pemerintahan.
Profesionalisme . merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur
pemeriniali dalam melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan efektif dan
efesien, dengan kata lain keandalan seseorang dalam menjalankan tugasnya
sesuai dengan beban tanggungjawabnya. Siagian (2000:163) menjelaskan

bahwa “profesionalisne adalah keandalan seseorang dalain melaksanakan



tugasnya sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat
dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”.

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa setiap pekerjaan membutuhkan
profesionalisme aparatur yang bekerja agar hasil yang dicapai mutunya tinggi,
waktu yang digunakan cepat dan tepat, dan mengupayakan prosedur yang
mudah tidak berbelit-belit. Seperti halnya dalam bidang pelayanan publik,
aparatur pemerintah diharapkan mampu menjalankan tupoksinya sesuai dengan
aspek pelayanan publik yang semestinya, mereka memberikan pelayanan yang
efektif dan efesien sesual dengan peruntukannya, tepat sasarannya dan
penerima layanan puas dan tidak mengeluh,. Lebih hannonis, jika antara pihak
yang memberikan pelayanan dengan yang menerima pelayanan merasa puas.
Sebab, scbagai aparatur pemerintah tugas utama yang diembannya adalah
sebagai pelayanan publik, yaitu kegiatan yang bertujuan memberikan
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik mempakan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
sesuai dengan hak-hak sipil sefiap \warga negara_dan penduduk atas suatu
barang, jasa.dan atau pelayanan administrasi yang.diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik yang
dilakukan oleh apamatur pemerintah harus profesional agar masyarakat
rn.endapatkan kepuasan dalam menerima layanan aparatur.

Sehubungan dengan pelayanan publik, kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan pedoman umum

penyelengaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003. Menyatakan bahwa pemberi
pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan
tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan penerima pelayanan adalah orang,
masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah. Hal ini, juga
mengalami perbaikan dan penyempumnaan kualitas pelayanan publik yang
diﬁndakianjuti dengan ditetapkannya instruksi presiden No. 5 Tahun 2004
tentang percepatan pemberantasan korupsi, yvang mengintruksikan antara lain
kepada menten negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyiapksan
rumusan kebijakan dalam upaya pepingkatan kualitaspelayanan publik.

Kantor Kecamatan merupakan salah satu perpanjangan tangan dari
pemerintah Kabupaten/kota, atau'di kenal sebagai bagian dan aparatur
pemerintah yang mengenban tugas sebagai mana tercantum dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 inenjelaskan tugas pokok kecamatan adalah :

1. Pengkoordinasian. dan penyelenggaraan  pemerintah dan keagrariaan,
peinbinaan pemerinizhdesa dan kelurahanserta pelayanan masyarakat,

2. Pemyelengparaan kegatan pembinaan ekonomi pembangunan,partisipasi
masyarakat, 1diolegi negara dan kesatuan bangsa seita ketentraman ,
ketertiban wilayah.

3. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah
tangga di di wilayahnyas

Sesuai dengan Undang-undang tersebut kantor Camat Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu instansi publik yang bertugas
melayam Inasyarakat, untuk mengunus paspor, status kewarganegaraan, Kartu

Tanda Penduduk, penentuan ahli-waris, melamar pekerjaan dan untuk masuk

sekolah, tentu pekerjaan imi harus profesional agar masyarakat mendapatkan



kepuasan dalam pelayanan, sebagai mana misi aparatur pemenntah di Kantor
Camat tersebut yaitu pelayanan prima dengan mengutamakan Kepentingan
masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Pelayanan publik yang profesionalisme dapat dilihat dari aspek responshif,
kreatif dan inovatif dari aparatur dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana
dikemukakan oleh Siagian (2000:165) menyatakan bahwa ‘“responsifitas
sebagai bentuk kemampuan birokrasi dalamrmengantisipasi dan menanggapi
aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru dari. masyarakat”. Sedangkan
unsur kreatif adalah kemampuan aparatur pemerintah dalain menangani
masalah dengan efektif dan_efesien, tanpa_harus_menunggu periiltah dari
atasan, ada upaya dan aparatur unfuk menciptakan sesuatu yang baru guna
memudahkan pekerjaan. Inovasi meérupakan kelanjutan dari sebuah kreatifitas
birokrasi melalui respon yang ada dari perubahan lingkungan, inovasi
menunjukkan bahwa birokrasi menemukan dan melakukan proses kerja baru
yang bertujuan untukunenjadikan pekerjaan dan-pelayanan menjadi lebih baik,
hal ini diperkuat oleh Siagian (2000:164) bahwa “inovasi merupakan sebuah
hasrat dan tekad untuk selalu mencan; menemukan serta-menggunakan cara
kerja baru, metode kerja baru dan teknik baru dalam pelaksanaan pekegaan
demi kepuasan kerja organisasi dan kepuasan masyarakat”.

Namun, permasalahan yang muncul di Kantor Camat Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah, pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah
masih kurang profesional bila dikaitkan dengan konsep profesionalisme di

atas, banyaknya keluhan masyarakat dalam bidang pelayanan publik,



diantaranya kelemahan aparatur untuk mengikuti aspirasi perkembangan sisterm
manajemnen baru, sehingga pelaksanaan tugas masih bersifat konvensional.
Disisi lain, semestinya perkembangan teknologi akan menjadikan pengarsipan
yang lebih baik, justru kondisi akan menyulitkan aparatur dalam menjalankan
tugasnya karena tidak semua aparatur mampu mengaplikasikan sarana
komputer. Hal ini, akan menjadikan pelayanan terhadap masyarakat lebih lama,
yang semestinya dapat diselesaikan hanya satu hari, akan tetapi bisa mencapai
lebih dari han yang ditentukan, misalnya dalam pengurusan iJengantar pasphor
atau surat keterangan lain bisa sampai dua hari.

Dari pengakuan masyarakat, menyatakan bahwa pelayanan publik sudah
baik para aparat menunfun dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan
prosedurnya agar tidak bolak-balik dalam berurusan, sesuai dengan harapan
pelayanan prima. Namun, dari aspek waktu belum efesien dan efektif hal ini
dikarenakan kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah  dalam
menjalankan tugasnya. Seperti aspek movatif, mereka tidak ada ide yang
kreatifsuatuk_memudahkan 'pelayananfmereka sangat kaku dengan pola-pola
pelayanan. lama akibat keterbatasan pengetahuan-dan - wawasan dalam
pelayanan publik.

Permasalahan lain, di lapangan bahwa aparatur .pemerimah belum
profesional dalam pelayanan publik, dapat dilihat dari pelayanan yang
diberikan aparatur -kepada masyarakat, sering terjadi késalahan dalam
penerbitan format-format yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga

masyarakat harus bolak-balik hanya untuk menerbitkan suvatu surat. Kondisi



ini, diakibatkan karena kurangnya inovasi aparatur dalam mengikuti
perkembangan teknologi, mereka enggan berinovasi oleh karena itu menjadi
kendala besar bagi layanan dalam berurusan, serta rendahnya kedisiplinan
aparatur dalam bekerja. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pekerjaan belum
tepat waktu, semestinya dapat diselesaikan hitungan jam, akan tetapi karena
aparatur kurang responsif hal ini bisa siap hitungan har. Tentu hal ini akan
mengecewakan masyarakat dalam pelayanan selanjutnya dalam pengurusan
masalah agraria masyarakat sering bolak-balik karena surat/pengantar yang
diterbitkan salah hal ini juga tentu dapat dikatakan karyawan kurang
profesionaly hal-mi tentu-berhubungan dengan profesionalisme pelayanan.
Rendahnya profesionalisme pelayanan publik yang diberikan aparatur
pemerintah Kantor Camat Pegasing terhadap masyarakat, juga berhubungan
dengan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, bekerja hanya karena atasan
bukan tuntutan hati nurani. Hal tersebut menjadi tantangan tersendin bagi
Kantor KecamatanuPegasing Kabupatem"Aceh Tengah untuk membangun
aparafur-yang profesional guna menjalankan fungsinya sebagai salah satu
instansi penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, faktor sistem dan iklim
kerja juga ikut mempengarahi terbentuknya birokrat profesional yang handal
serta respon terhadap dinamika perubahan dan aspirasi masyarakat, karena
menjadi permasalahan umum bagi penyelenggara akan bekerja jika iklim
kerjanya kondusif, adanya penpakuan dari atasan terhadap pekerjaan yang

dilakukan aparatur, hal ini tentu akan memotivasi aparatur meningkatkan



kinerjanya. Sebab, motivast ketja aparatur sinergis dengan kebutuhan aparatur,
sehingga terlihat jelas motivasi kerja aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan lain, yang dihadapi aparatur pemerintah di Kantor Camat
Pepasing berdasarkan observasi penulis, cenderung enggan melakukan
perubahan dan inovasi, selain disebabkan oleh gaya manajerial dalam
organisasi publik, patologi tersebut juga disebabkan karena iklim dan kondisi
dalam organisasi birokrasi yang cederung memberikan msentif kepada pegawai
yang loyal dan pada pegawai yang kreatif dan movatif. Birokrasi dikntut lebih
peka terhadap berbagai perubahan dan mencart pendekatan baru bagi
pengembangan. pelayanan publik, seria meninggalkan proses pelayanan yang
sangat prosedural dan birokratis. Keberadaan aturan formal bukan dijadikan
alasan untuk hdak memperbaiki cara kerja yang responsif serta bermain diatas
aturan guna mensahkan setiap tindakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kiranya perlu dilakukan studi penelitian
untuk mengetahur profesionalisme  aparatur pemeénntah dalam pelayanan
publik, oleh-karena itu penuiis memilili judul “Aparatur Pemerintah dalam

Pelayanan Publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah™.

), Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan

publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?



2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat profesionalisme aparatur
pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing Kabupaten

Acech Tengah ?

C. Tujuan Penelitian,
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui;
1. Protestonalisme aparatur pemerntah dalam pefayanan publik di Kantor
Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
2. Faktor-fakior yang. menghambai, profesionalisme -aparatur pemerintah
dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing Kabupaten Acch

Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat
membenkan kegunaan dalam bentuk:

1. "Kegunaan Teoritis
Secara teoﬁtis hasil perelitian ini berguna untuk menambah
informasi dan pengetahuan tentang profesionalisme aparatur
pemerintahan dalam pelayanan publik serta faktor-faktor yang
menghambat profesionalisme aparatur pemernintah dalam menjalankan

tugasnya sebagai pelayanan publik.



2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparatur

pemenntah Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, serta instansi

lain yang menjalankan tugas sebagai pelayanan publik.

A

A
I
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Aparatur Pemerintah

Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan,
mstansi, pegawai negeri. Sedangkan-aparatur dapat diartikan sebagai alat
Negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur Nerapga adalah alat kelengkapan
Negara yang tertama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kepepgawaian, yang bertanggungjawab penuh melaksanakan roda pemerintahan
sehari-hari, jadt pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya
tetapi juga organisast fasilitas kKetetuan pengaturan dan sebagainya. Sedangkan
aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang ada di bawah
presiden sepertivDepartemen; Lembaga; Pemerintah dan Departemen serta
Sekretariat Departemen dan Lembaga-lembaga tinggi Negara, dengan
demikian Aparatur Sipil Negara (A SN) termasuk aparatur pemerintah.

Sebelumn berbicara. lebih jauh mengenai ASN, terlebih dahulu perlu
diketahui apa yang dimaksud dengan ASN.Pengertian Aparatur Sipil Negara
(ASN) tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahim 2014 yang
menyebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara, yang disingkat dengan ASN
adalah profesi dari PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi peinerintah “.
Hartati (2008:31) menegaskan bahwa “pegawai negeri sipil adalah pejabat
yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang

memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan

10
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sebagainya”. Dengan demikian, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disebut
dengan pegawai ASN adalah pegﬁwai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yvang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya yang digaji berdasarkan perundang-undangan.

Berdasarkan undang-undang di atas, maka ASN adalah profesi bagi PNS
dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah sesuai dengan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara Stipulatif
pengertian PNS tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 menyatakan babwa *“ PNS. adalah waiga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat’ pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.
Sedangkan secara ekstensif pengertian ini hanya berlaku pada hal-hal tertentu.
Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang
sebenarnya bukantPNS, seperti Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan
denpansstatus dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut
pasal 92.KIUHP dimana dijelaskan bahwa yang temnasuk ke dalam PNS adalah
orang-oarang yang dipilih“dalam-pemilihan berdasarkan peraturan umum dan
.mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan
anggota dewan daerah .serta kepala desa dan sebagainya. Berdasarkan
pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS adalah orang-orang
yang bekerja dilingkungan instansi pemerintah sesual dengan syarat-syarat

tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini
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dikatakan juga sebagai aparatur pemerintah. Selanjutnya, ada dua jenis status
yang diberlakukan bagi pegawai ASN yaitu pegawai pemerintah yang diangkat
sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja. Lebih jelasnya status ASN diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

a. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan pegawai
ASN vyang diangkat.sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai sccara nasional,

b. PPPK sebagaimana dalam pasal 6 huruf b.merupakan pegawai ASN
yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat
pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah
dan ketentuan Undang-undang ini.

Adapun rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok
pikiran bahwa pemenntah Hdak hanya inenjalankan fungsi wmnum
pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan
atau dengan kata lain pemenntah bukan hanya menyelengparakan tertib
pemenntah, akan tetapi juga harus mempu menggerakkan dan memperlancar
pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Pemerintah dalam arti yang
lebih luas.dibebankan dengan' pemeliharaan perdamaian.dan keamanan di
negara ‘oletukarena itu harus memiliki pertama, kekuatan militer, kedua, sarana
pembentukan hukum, ketiga, “keungan, kekuasaan atau kemampuan untuk
mengambil uang yang cukup dari masyarakatuntuk membiayai biaya membela
necgara dan menegakkan hukum itu atas nama negara.

Pegawai ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab
pegawai ASN merupakan unsur dan aparatur negara untuk menyelenggarakan

dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangkan
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mencapal tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggara dan pelaksanaan
pemerntahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan
negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur pemerintah.
Pegawai ASN bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam
menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan peraturan
perundang-undangan, dalam arti kata wajib wajib mengusahakan agar setiap
peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Aparatur pemerintah
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada
pegawai ASN diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
Sebagai abdi negara scorang pegawai ASN juga wajib setia dan taat kepada
pancasila sebagail falsafah dan ideologl negara, kepada Undang-undang Dasar
1945, kepada negara dan kepada pemerintah.

Pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ia
harus memiliki kesetiaan, ketaatan penuboterhadap pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, negaradan pemerintah schingga dapat memusatkan segala
perhatian dan. pemikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya
untuk menyelenggarakan fugas.pemerintahan dan pembangunan secara berdaya
guna dan berhasil guna. Lebih jelasnya tentang kedudukan ASN tercantum
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dalam pasal 8 dimana ASN
berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014, tugas dan peran ASN di atur dalam

BAB IV pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, yaitu sebagai berikut:



a.

C.
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Berdasarkan pada pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu
bangsa.

Berdasarkan pada pasal 11 pegawai ASN mempunyai tugas untuk
melaksanakan kebjjakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina
kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
memberikan pelayanan pubiik yang profesional dan berkualitas, dan
mempererat persatuan dan kesatuan dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Berdasarkan pada pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintah dan peinbangunan-nasional melalui pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari interversi politik
serta bebas dari praktik KKN.

Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN dijelaskan dalam UU No.5 tahun

2014 hak /dani PNS di atur dalam pasal 21, dimana scorang PNS berhak

memperoleh beberapa hak seperti gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan

pensiun dan jaminan har tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Sedangkan ' kewajiban ASN adaiah segala sesuatu yang wajib dilakukan

berdasarkan perundang-undangan. piMenurutDjatmika (1964:145) bahwa

“kewajiban pegawal ASN dibagi tiga jenis, yaitu kewajiban yang berhubungan

dengan kedudukan . scbagai . pegawai negeri-pada wnumnya, kewajiban

berdasarkan pangkat dan.jabatan serta kewajiban-kewajiban lainnya”.

Berdasarkan UlNe. 5 tahun 2014, kewajiban ASN diatur dalam pasal 23

yang menyatakan bahwa pegawai ASN wajib:

a.

Setia dan taat pada pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
pemerintah yang sah.

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat peinerintah yang
berwewenang.

Menaati peraturan perundang-undangan

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggungjawab.
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f.  Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan,
dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di har
kedinasan.
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
Jabatan sesuat dengan ketentuan perundang-undangan.
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesianya
Berdasarkan kutipan di atas, maka kewajiban ASN dapat dilihat dari
ketaatannya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung
tinggl persatuan dan-Kesatuan bamgsa, menaati peraturan perundang-undang,
menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta menyimpan rahasia jabatan
serta bersedia ditempatkan di scluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
2. Konsep Profesionalisme Aparatur

Istilah profesionalisme berasal dan kata professio, dalam Bahasa Inggris
professio memtliki arti sebagai berikut: A veeation or occupation requiring
advanced training in some liberal art or science and usually involving mental
rather than" manualowork, as teaching engineering, writing, efc. (Suatu
pekerjaan atau jabatan vang membutuhkan pelayanan yang mendalam baik
bidang ‘seni. maupun bidang tertent, biasanya mengutamakan kemampuan
mental dar pada kemampuan fisik seperti mengajar, ilmu msin dan sebagainya,
Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc
yang secara komprehensif memilki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki
oleh orang orang yang memilki kemampuan tertentu pula, (Pamudji:1985).

Pendapat lain tentang protesionalisme diungkapkan oleh Korten &

Alfonso, 1981 dalam Tjokrowinoto (2001;178) yang dimaksud dengan
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profesionalisme adalah “Kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki
oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (fask-
requirement). Hal ini, menegaskan bahwa aparatur yang profesionalisme
adalah aparatur yang sesuai antara kemampuan dengan kebutuhan tugas, tentu
terpenuhimya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas
merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Selanjutnya,
Widodo (2005:315) menjelaskan tentang péngertian profesional adalah:
Cemnminan keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam
menjalankan tugasnya, hal ini tentr banyak hal yang mempengaruhinya
diantaranya adalah kesesuaian tmgkat pengetahuan, latar belakang
pendidikan, kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan profesionalisme
juga.dapat dikatakan sebapai cerminan. potensi.diri-yang dimiliki aparatur
pemerintah baik dari aspek kemampuan maupun aspek tmgkah laku yang
mencakup loyalitas, movasi, produktifitas dan kreatifitas.

Kutipan di atas, menegaskan bahwa profesionalisme aparatur akan terlihat
dari keterampilan dan keahlian' aparator pemerintah dalam menjalankan
tugasnya, sikap profesionalisme 'seorang aparatur pemenntah tidak hanya
ditentukan oteh kualitas pekerjaan sehari-bari, akan tetapi juga prilaku aparatur
sehari-han, misalnya dalam pelayanan publik akan tercermin kreatif dalam
bekerjaytidak mnenunggu perintah dari atasan langsung memanfaatkan waktu
luang membenahi tugasnya. masing-masing, cekatan dan terampil dalam
melayani masyarakat dan memberikan informasi yang tepat apar masyarakat
pengguna layanan tidak bolak-balik dalam berurusan. Demikian juga dari
aspek prilaku aparatur yang profesionalisme akan terlihat loyalitasnya tingg:
dalam bekerja, adanya inovasi dalam bekerja idak menunggu perintah atasan,

produktif dan kreatif dalam menanggapi masalah.
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Pendapat lain tentang profesionalisme oleh Tjokrowinoto (1996;191)
menjelaskan  bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah
“Kemampuan untuk merencanakan, mengkordinasikan, dan melaksanakan
fungsinya secara efisien, movatif, lentur, dan mempunyaij etos kerja tinggi”.
Kutipan ini menegaskan bahwa sikap profesionalisme darn seorang aparatur
dapat dilihat dan kemampuannya dalam merancang suatu pekerjaan dan
mengkoordinasikan keépada pihak-pihak yang (crlibat, artinya pekerjaan yang
akan dilaksanakan terprogram dengan baik, memiliki tahapan-tahapan dan
target yang jelas, serta memiliki etos kerja yang tinggi, mereka akan
mewmanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan dan mampu menentukan
langkah yang mengacu kepada pencapaian visi dan mist yang telah dituangkan
dalam anggaran dasar perkantoran.

Pandangan lam, oleh Ancok (2000:77) juga mengatakan bahwa
profesionatisme adalah “Kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan
yang cepat berubah dan. menjalankan tugassdan fimgsinya dengan mengacu
kepada wisi.dan nilai-nilai‘esganisasi (eonrrol by vision dan values)”. Hal ini,
mennnjokkan bahwa profesionalisme adalah kemampuan untuk beradaptasi
terhadap lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal
yang berpengaruh pada pekeraan. Profesionalisme juga dapat dikatakan
sebagai kemampuan beradaptasi dengan dinamika global yang tumbuh dan
berkembang secara cepat, seperti perkembangan teknologi. Pesatnya kemajuan
teknologi merupakan salah satu diantara dinamika global yang membuat

birokrasi harus segera beradaptasi jika tidak ingin ketinggalan zaman dan
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terbelakang dalam hal kemampuan. Kemampuan beradaptasi merupakan
jawaban bagi dinamika global yang tidak pasti dalam menjalankan tugasnya,
aparat tidak lagi terikat secara kaku kepada petunjuk dan teknis pelaksanaan
tapi tenikat kepada apa yang ingin dicapai oleh organisasi (orgamization-
mission). Fleksibilitas aparat dalam menjalankan tugas dan berorientast kepada
hasil dan visi yang ingin dicapai oleh organisasi merupakan langkah positif
untuk meninggalkan cara kerja yang kaku dan reaktif

Konsep mampu beradaptasi dapat dipertegas misalnya dalam menghadapi
era globalisasai saat ini, semua informasi melalwm teknologi maka diharapkan
aparatur pemerintah mampu mengoperasikan dan mengikuti perkembangan
teknologl tersebut, misalnya perubahan mesin ketik ke komputer. Dengan
demikian, aparatur yang profesional dapat dilihat dari kemampuannya
beradaptasi dengan perkembangan zaman teknologi.

Berdasarkan heberapa pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
profesionalisme “adalah. potensi ideal yang harus dimiliki oleh aparatur
pemerintah dalam menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik
dengan mutu tinggi, tepat waktu dan prosedur yang sederhtana. Sudah menjadi
kebutuhan mendesak bagi aparat unituk hekerja secara profesional serta mampu
merespon  perkembangan global dan aspirasi masyarakat dengan
mengedepankan nilai-mlai pelayanan, sehab realita menunjukkan bahwa
aparatur pemerintah yang kurang profesional maka jenjang kaner aparatur sulit

meuingkat dan kesempatan menduduki jabatan tidak dipromosikan.
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Sebaliknya, bagi aparatur pemerintah yang profesional dalam menjalankan
tugasnya akan dnkuti oleh promosi jabatan dan jenjang karier cepat meningkat.

Profesionalisme tidak hanya berbicara tentang soal kecocokan antara
keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang saja tetapi juga
menyangkut kemampuan dalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan
termasuk kemampuan dalam merespon aspirasi publik dan melakukan inovasi
yang pada akhimmya membuat pekerjaan.menjadi mudah dan sederhana.
Profesionalisme tidak sebatas pelaksanaan tugas akan tetapi juga ditunjukkan
oleh prilaku aparatur yang memiliki loyalitas tinggi, inovatif, produktif dan
kreanf,

3. Indikator Profesionalisme Aparatur

Profesionalisme dalam pandangan (Korten dan Alfonso,1981) dalam
bukunya Tjokowinoto menyatakan bahwa “profesionahsme dinkur melalui
keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan kebutuhan tugas
yang dibebankan organisasi kepada seseorang”. Alasan pentingnya kecocokan
antara-disiplin_ilmu ataw keahlian yang dimiliki_oleh seseorang karena jika
keahlian.yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan-tugas yang dibebankan
kepadanya akan berdampak. kepada mefektifitas organisasi, artinya keahlian
seseorang akan menunjang profesionalisme orang tersebut dalam bekerja, bila
seseorang ditempatkan pada posisi yang kurang ahli tentu akan menghambat
profesionalisme aparatur pemerintah. Sedangkan Tjokowinoto (2001;190)

menyatakan bahwa birokrasi dapat dikatakan profesional atau tidak, dapat
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dilihat dari beberapa indikator profesional, diantaranya dapat dilibat dari
kompetensi sebagai benkut;

a. Profesionalisme yang Wirausaha (Fntrepreneurial-Profesionalism).
Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, keberanian mengatnbil
nisiko dalam memanfaatkan peluang, dan kemampuan untuk menggeser
alokasi sumber dari kegiatan yang berproduktifitas rendah ke
produktifitas tinggi yang terbuka dan memberikan peluang bagi
terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional.

b. Profesionalisme_yang Mengacu Kepada Misi Orgamsasi (Mission-
driven Profesionalism). Kemampuan untuk mengainbil keputusan dan
langkah' langkah yang perlu dan mengacu kepada misi yang ingin
dicapal  (mission-driven professionalism), dan tidak semata mata
mengacw kepada peraturan yang berlaku (ruieriven professionalism).

¢. Profesionalisme Pemberdayaan (Empowering-Profesionalism,
Kemampuan ini diperlukan untuk aparatur pelaksana atau jajaran
bawah (grassroots) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik
(service provider). Profesionalisme yang dibutuhkan dalam hal ini
adalah profesionalisme-pemberdayaan (empowering-prefesionalism)
yanp sangat berkaitan dengan gaya pembangunan.

Berdasarkan kutipan di atas, maka jelas bahwa protesionalisme dapat
diukur melalm - kerja keras aparatur mencan peluang-peluang baik untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dalam penciptaan lapangsn
kerja, berani mengambil esiko «dan berupaya  mengubah pola kerma dani
produktifitas yang rendah ke produktifitas yang tinggi. Profesionalisme juga
dapat dilihat dari“sikap aparatur dalam mengambil keputusan, tidak semata-
mata mengacu kepada paranlran-peratfnan akan tetapl kreatif mengambil
kebijakan. Profesionalisme juga ditandai dengan kemampuan aparatur dalam
memberdayakan bawahannya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

Lebih spesifik, indikator aparatur yang profesionalisme dapat diukur
melalui kemampuan aparatur menanggapi dan imemecahkan masalah yang

dihadapi, kecepatannya dalam menjalankan tugas dan prosedumya sederhana,
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sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2000:178) mengatakan bahwa
“profesionalisme diukur dan segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi
dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan, hal ini dilibat dan
aspek kreatifitas, mnovasi dan responsifitas”. Lebih jelasnya, ketiga aspek
profesionalisme seorang aparatur pemerintah dapat dilihat pada uraian berikut:
a. Kreatifitas (creativity).

Kemampuan-aparatur untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi
dalam pelayanan publik secara kreatif, agar penilaian masyarakat terhadap
pelayanan mnstansi positif. Aparatur tilak kaku dalam bekerja memiliki,
berpatokan kepada peraturan-peraturan akan tetapi pada keadaan tertentu
unsur kreatif perlu dimunculkan agar pelayanan masyarakat berjalan lancar,
Aparatur yang kreatif adalab aparatur yang selalu berupaya untuk mencari
ide baru dan konsep baru serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,
terutama dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik maka akan
terlihat aparafur yang kreatif dalam bekerja-apabila pekerjaan dilaksanakan
berdasarkan inisiatif semgini tanpa menunggu perintah dari atasan, berupaya
mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan melakukan berbagai cara
sepanjang tidak menyalahi peraturan dan prosedur kerja yang mudah dan
sederhana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap masyarakat.

b. Inovasi {innovasi),
Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan

dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan
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tugasnya. Inovasi bukanlah sesuatu yang harus baru, minimal memodifikasi
bal yang sudah dengan target memudahkan pekerjaan dan memmimatkan
pembiayaan, misalnya dalam pengantaran surat-menyurat kini telah
menggunakan media sosial semua berlangsung lebih cepat dan praktis.
Aparatur yang inovatif selalu berusaha mencari cara atan metode baru yang
mampu memudahkan proses pelayanan publik, agar phak pengguna
layanan puas dan tidak mengeluh, namun menjadi kendala perilaku inovatif
kurang dimiliki oleh aparatur karena adanya rasa.cepat puas terhadap hasil
pekerjaan yang telah dicapai

c. Responsifitas (responsivity).

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi
baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi
harus merespon secara cepat apar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Aparatur yang responsif adalah aparatur yang mengikuti arus
global yang sesuai. dengan perkembangan teknologi dan tuntutan baru
misaliya tingkat pendidikan, artinyaada upaya pengembangan diri dalam
menjalankan tugas, baik® melalui pendidikan, pelatihan wnaupun dengan
aktifitas gemar membacavinformasi. Sebab, menjadi permasalahan besar
bagi aparatur yang tidak peka terhadap tuntutan beru terutama dalam
kenaikan karir dan jabatan. |

Dengan demikian, ukuran profesionalisme dalam penelitian ini yaitu dari
aspek responsif, yaitu kemampuan aparatur pemerintah dalam menghadapi

perkembangan baru ataun sistem birokrasi baru agar tetap siaga dalam
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menjalankan tugasnya. Dwiyanto (2006:7) menyatakan bahwa responsititas
berkaitan dengan kecocokan dan keselarasan antara program dan kegiatan
pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat”. Siagian (2000:163)
menyatakan bahwa “responsifitas sebaga1 bentuk kemampuan birokrasi dalam
mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutthan baru dan tuntutan
baru dari masyarakat”. Sedangkan unsur kreatif adalah kemampuan aparatur
pemerintah dalam menangani masalah dengan. cfektf dan efesien, tanpa harus
menunggu perntah dari atasan, ada upaya dan aparatur untuk menciptakan
sesuatu yang baru puna meimnudahkan pekerjaan. Kreatifitas pada intinya
merupakan kemampuan umum untuk menciptakan sesuati yang baru, sebagai
kemampuan untuk memberikan gagasan baru-gagasan baru yang dapat
diterapkan dalam pemecahan masalah atau kemainpuan untuk mehhat
hubhngan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.
Thoha (1997:16) menyatakan bahwa suatu organisasi yang profesional dan
modern berusaha ‘unpuk._selalu berorentasi-kepada pelanggan (publik) dan
berusahamendorong dan‘menghar gai kreatifitas anggota”.

Inovasi- merupakan kelanjutan dari sehuah kreatifitas birokrasi melalui
respon yang ada dari perubaban lingkungan, inovasi menunjukkan bahwa
birokrasi menemukan dan melakukan proses kerja baru yang bertujuan untuk
menjadikan pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih baik, hal ini diperkuat oleh
Siagian (2000:164) bahwa “inovasi merupakan sebuah hasrat dan tekad untuk
selalu mencari, menemukan serta menggunakan cara kerja baru, metode kerja

baru dan teknik baru dalam pelaksanaan pekerjaan demi kepuasan kerja
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organisasi dan kepuasan masyarakat”. Dalam hal ini, kemampuan aparatur
pemerintah dalam menciptakan ide-ide baru yang bertujuan memudahkan
proses pelayanan dan meningkatkan kuahtas kerja, tidak semata-mata
tergantung kepada modal baru berkembang. Pemikiran-pemikiran ini,
bertujuan menciptakan sistem pelayanan kerja cepat, mudah dan terampil.

Namun, ada beberapa faktor yang menghambat kelancaran dan efektifitas
birokrasi  publik yaitu tidak profesionalnya. aparatur pemerintah sebagai
birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut, akan
dijelaskan | faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur
pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

4. Faktor-faktor yang Menghambat Profesionalisme.

Profesionalisme aparatur pemenntah akan bepalan apabila terpenuhinya
kesesuaian antara pekerjaan dengan keahlian, serta kesesuai antara insentif
dengan beban kerja. Dalam hal im, banyak faktor yang menghambat
profesionalime aparatur,pemerintah. Berdasarkan pendapat Dwiyanto (2006:8)
menyatakan bahwa “faktor yang berhubungan demgan pengembangan
profestonalisine aparatur pemerintaly dalam meningkatkan pelayanan publik
adalah kewenangan diskresi, omentasi terhadap perubahan, budaya
paternalisme, etika pelayanan, sistem intensif dan semangat kerja sama”. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

Kewenangan diskresi adalah bentuk peleyanan publik yang diberikan
petugas pelayanan, misalnya penyelesaian masalah ketika pimpinan tidak ada

di kantor. Banyak upaya yang dilakukan aparatur pemerintah, misalnya
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menunda pelayanan kepada masyarakat, hal ini berdampak fatal terhadap
fungsi pelayanan pubhk, semestinya mereka Dberinisiatif mengatasi
pennasalahan minimal meminta bantusn teman tanpa harus menunggn
pimpinan dan berupaya memecahkan masalah secara bijak dan tidak
merugikan pelayanan. Di posisi lain, permasalah yang sering dihadapi aparatur
sebagai pelayanan publik adalah budaya senioritas, sehingga ketika ada
permasalahan mereka enggan meminta bantuan baik kepada atasan maupun
rekan sejawat Budaya senioritas mi sangat menghambat profesionalisme
aparatur dalam pelayanan publik.

Orientasiterhadap . perubahan. . berkaitan . dengan pengembangan
profesionalisme dalam melaksanaan tugas, hal ini tentu berbubungan dengan
keikutsertaan pelatihan/penataran, studi banding atau studi Janjut bagi
pengembangan aparatur pemerintah. Keikutsertaan aparatur dalam kegiatan
tersebut akan ‘menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pelayanan
publik, akan tetapi.kondisi di lapangan kesempatan ini sangat minim.
Selanjuinya, kualitas pelayanan publik idak sepenubmya dipercleh melalui
kegiatan di atas, akan tetapt gemar membaca terkait-dengan beban tugas juga
mendukung munculnya profesionalisme dalam bekerja, namun dilapangan
motivasi membaca ini sangat rendah, akibatnya kualitas aparatur pemerintah
begitu-begitu saja tanpa ada perubahan.

Budaya patemalismé merupakan sebuah budaya yang menempatkan
pimpinan dalam suatu lembaga sebagai pihak yang paling penting dan

menentukan. Keberadaan patemalisme dapat berkemhang dan tumbuh subur



26

karena didukung dan dipengaruhi oleh kultur feodal dimana sistem nilai, adat
dan budaya selalu menjunjung tinggi penguasa sebagai orang yang selalu
diposisikan paling atas, oleh karena itu budaya ini kurang mengenal budaya
demokrasi dan partisipasi. Kaitannya dengan pelayanan publik, budaya mi
akan merugikan masyarakat karena sebagai aparatur pemerintah lebth
mementingkan atasan dari pada pelayanan masyarakat.

Faktor lain berhubungan dengan pelayanan publik adalah sistem intensif
yang diberikan oleh lembaga, meskipun intensif bukan satu-satunya faktor
penghambat profesionalisme aparatur namun diyakipi dengan insentif yang
dianggap ;memadai_oleh aparatur maka mercka akan menjalankan tugas dan
pekerjaannya secara profesional. Sclanjutnya, Siagian (2000,164) menyatakan
bahwa “faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur pemerintah yang
profesional disebabkan karena tidak adanya iklim yang kondusif dalam dunia
birokrasi untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaaan
pemimpin untuk meémberdayakan bawahan’s

Pendapat tersebut meyakini bahwa faktor yang meaghambat munculnya
sikap profesignalisine aparatur pemerintah terkait dengan iklim kerja yang
tidak kondusif, artinya pelaksanaan-pekerjaan tidak berdasarkan juknis akan
tetapi berdasarkan kebijakan, hal ini tentu akan membuat aparatur kurang
termotivasi untuk bekerja secara profesional. Dengan demikian sistem kerja
birokrasi publik yang berdasarkan juklak dan juknis membuat aparat menjadi
tidak responsif serta juga karena tidak berperannya pemimpin sebagai pengarah

(katalisator) dan pemberdaya bagi bawahan. Kondisi demikian akan




27

berdampak kepada menurunnya semangat kerja aparatur sebagai pelayanan
publik, karena segala pekerjaan menjadi lebih mudah tanpa birokrasi yang
terstruktur. Permasalahan iklim kerja yang tidak kondusif juga dapat dilihat
dari penempatan aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi
pendidikannya, tentu hal ini akan mengakibatkan rendahnya profesionalisme
aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sehan-hari.
Faktor lain dan kutipan tersebut adalah tidak adanya kesediaan atasan
untuk memberdayakan aparatur pemerintah dalam hal ini, kepala kantor yaitu
Bapak Camat, sebab kondisi aparatur pemnerintah bersifat heterogen baik
berhubungan_usia, pangkat dan jabatan serta _pendidikan. Banyak aparatur
pemerintah yang merasa lebih senior dari atasannya sehingga merasa enggan
untuk melaksanakan tugas dan pungsinya sesuai dengan tuntutan pelayanan
pnblik. Realitas menunjukkan bahwa apabila tidak terjalin keharmonisan antara
atasan dengan bawahan, akan berdampak kepada motivasi aparatur bekegrja
secara inovanf dan-kreafif, mercka hanyasinenerima perintah saja baru
melakukan tugas kurangiagspon techadap perubahan teknologi. Bahkan
sebaliknya, ada juga aparatir yang sulit menerima_perintah dari atasan akan
tetapi juga tidak memiliki inisiatif untak melaksanakan tugas, hal im menjadi
penyebab utama rendahnya profesionalisme aparatur pemerintah. Oleh karena
itu, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mampu mengayomi
bawahannya sesuai dengan kebutuhan aparatur. Jadi, pemimpin merupakan
kunci utama pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah berjalan

dengan baik.
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Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran penting untuk mencapai
tujuan organisasi. Melalut kepemimpinan organisasi dapat mengarahkan segala
sumber daya untuk mencapai tujuan. Banyak defenisi tentang kepemimpinan
yang intinya sama yaitu pengarub antar pribadi yang dijalankan dalam situasi
tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi kearah pencapaian tujuan
tertentu, pada prinsipnya sama hanya saja redaksinya berbeda. Kepemimpinan
merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya organisasi.
Muhaimin (2009:9) menyatakan bahwa “kepemimpinan adalah proses
mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, baik buruknya
organisasi sangat tergantung kepada pimpinannya, faktor pemimpin yang
sangat penting adalah karakter dari orang yang menjadi pemimpin”,

Sesuai dengan kutipan di atas, maka pimpinan tertinggi dalam organisasai
kecamatan adalah Camat, yaitu pribadi yang kuat dan kepemimpinan yang
mampu nensejahterakan bukan menyesengsarakan bawahannya, mampu
memberdayakan bukan memperdayakan bawahannya;pandai merasakan bukan
merasa pandai (selalwmenggurui bawahanya)sDengan kata lain kepemimpinan
yang kuat adalah kepemimpinan /yang memiliki visi yang jelas. Peranan
pemimpin menjadi lebih efektif, apabila secrang manejer memaham beberapa
kemampuan dasar dalam kepemimpinannya, bahwa sctiap pemimpin harus
memiliki tiga keterampilan utama yaitu keterampilan teknik, keterampilan
hubungan manusia dan keterampilan konseptual.

Dalam posisi sebagai kepala Kantor Camat, maka kemampuannya harus

dapat ditonjotkan untuk memimpin aparatur pemerintah di Kecamatan, sebab
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dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, maka pemimpin benar-
benar di tuntut memiliki profesionalisme. Kepemimpinan yang profesionalisme
dan responsif sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif
bagi kinerja organisasi dan menggerakan bawahan. Dimana pengaruh dan
kemampuan pemimpm dalam pendapat tersebut sangat dominan bagi
tercapainya tujuan organisasi. Pemimpin dengan oforitas yang dimiliki
diharapkan mampu untuk memimpin bawahan serta mengorganisir bawahan
dan meminimalisir_perbedaan kepentingan (conflict interest) antara ambisi
individu, maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena
itu, gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi Kinerja pegawainya.
Selanjutnya Agustian (2007:105), ‘'mengatakan bahwa  “pemimpmn (Jeader)
yang baik' adalah mereka yang diharapkan oleh semua stafnya, mampu
memberikan kenyamanan bekerja, memberikan peningkatan kescjahteraan dan
membangun kerjasama, harmonis, peka terhadap staf baik dikala suka maupun
duka”.

Selanjutnya, Fattah;, (2006:98) jugd mengatakan  ‘bahwa “sebagai
pemimpin harus memberikan pelayanan-terbaik terhadap staf yang ada di
lingkungannya. Tugas dan fungsi kepemimpinan merupakan rangkaian yang
lebih spesifikast disaﬁlping tugas-tugas yang lebih luas dalam totalitas
kepemimpinan pada lembaga pendidikan”. Pemimpin juga dapat dikatakan
pemegang amanah untuk dilaksanakan, jadi pemimpin adalah orang yang
diserahi tugas dan tanggung jawab untuk memimpm organisasi atau diterima

menjadi pemimpin dalam situasi tertentu. Permimpin memniliki kemampuan
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untuk memimpin, iimu dan pengetahuan, berpengalaman serta harus memenuhi
persyaratan keterampilan dan pengetahuan misalnya mengatur pembagian
kerja, merancang strategi, mengkoordinasikan sumber daya bersikap kooperatif
untuk mempelancar pekerjaan dalam mencapai tujuan. Suatu organisasi akan
berhasil apabila dipengaruhi oleh potensi pemimpin suatu organisasi akan
berjalan lesu juga karena persoalan kepemimpinannya. Karakteristik
manajemen pemimpin yang  profesional dalam paradigma baru akan
memberikan _dampak positif dan_perubahan yang cukup mendasar dalam
organisasi.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme aparatur
pemerintah adalah faktor kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan,
Moeljarto (1996:193 ) menyatakan bahwa “Profesionalisme tidak hanya cukup
dibentuk dan,dipengaruhi oleh keahlian _dan pengetahuan apar aparat dapat
menjalankan tugas dan fungs: secara efektif dan efisien, akan tetapi juga turut
dipengaruhi veleh [filsafat-birokrasi, tata-nilai, struktur, dan prosedur kerja
dalany birokrasi™:

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa faktor struktur penugasan serta
birokrasi sangat mempengaruhi profesionalisme seseorang dalam bekerja. Oleh
karena itu, untuk mewujudkan aparatur yang profesionalisme diperiukan
political will dari pemerintah untuk melakukan perubahan besar dalam
orgamsasi birokrasi publik agar dapat bekerja secara profesional dan responsif
terhadap aspirasi dan kebutuhan publik. Perubahan tersebut meliputi perubahan

dalam filsafat atan cara pandang organisasi dalam mencapal tujuan yang
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dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang ingin dicapai dan dijalankan
oleh organisasi, membangun struktur yang flas dan tidak terlalu hirarkis serta
prosedur kerja yang tidak terlalu terikat kepada aturan formal.

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan
memahami tugas dan fingst masing masing bagian dalam suatu organisasi.
Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas.
Struktur yang baik ‘adalah struktur yang . beroreintasi kepada visi-misi
organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisast dan
profesionalisme jajaran di dalamnya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan
kemampuan.dan. skill yang  dimilikiaparaturdalami. struktur organisasi
merupakan suatu penghargaan dalam melaksanakan tugasnya, sebab
berdasarkan pengalamian jika penempatan aparatur kurang berkenan bagi
aparatur akan membuat aparat kurang bersemangat dalam bekerja, terutama
terhadap pelayanan publik. Menurut Gibson (1995;101) menyatakan bahwa
yang dimaksud dengamstrukfiir organisasi.adatah®

Siruktur organisasiradalah peld dan kelompok pekerjaan dalam suatu
organisasi. Struktur. ofganisasi yang™ terlalu hirarkis hanya akan
memperlambat proses kerja dan cenderung_tidak efisien. Terdapatnya
berbagai macam tugas dalam organisasi'yang harus disclesatkan menuntut
kemampuan dan keahlhan‘aparaiuf.

Dengan struktur yang membagi tugas orgamsasi dalam kelompok
kelompok bukan berarti struktur menjadi terkotak-kotak. Adanya pengkotakan
hanya sebagai alat untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan dan pekerjaan

dalam organisasi berinduk pada kotak tersebut. yang menjadi pertanyaan

adalah “ketika kotak atau bagan dalain organisasi tersebut dipecah kedalam
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kotak-kotak yang lebih kecil” sehingga hanya memperpanjang hiraki dalam
organisasi yang dapat berdampak kepada kelambanan organisasi dalam
menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk
mewujudkan pemerintahan yang desentralis diperlukan organisasi yang bersifat
ramping (flay) yang dengan menggabungkan bagian- bagian yang memiliki
banyak kemiripan dalam tugas dan fungsi, dimana organisasi yang ramping
serta didukung dengan desentralisasi kewenangan membuat organisasi menjadi
fleksibel dalam memberi respon,‘lebih cepat beradaptasi dengan perubahan,
lebih efekiif dan inovatif, serta lebih komitmen kepada tujuan.

Struktur_ideal _dalam_merespon. perubahan lingkungan adalah struktur
yang memberkan ruang bagi angpota organisasi untuk langsung berhadapan
dengan konsumen dan dapat mengambil keputusan tanpa melalui proses
hirarkis yang terlalu panjang. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancok (2000:
187) bahwa:

Untuk menghadapi tantangan kedeépan di perlukan desentralisasi
kewenganan kepada daerah, membangun strukiur organisasi yang ramping
dimana dengan terjadinya desentralisasi kewenangan dan struktur yang
ramping memungkin bagi oOrpanisasi untuk beroreintasi kepada
masyakarat, :

Pentingnya membanpgun“siruktur organisasi yang meminimalkan hirarki
dan menghemat layer atau tingkatan dalam organisasi memungkinkan bagi
organisasi untuk bekerja secara efektif dan secara cepat merespon aspirasi
publik terutama untuk percepatan pcngambilzin keputusan dalam suatu

organisasi guna mengakhiri kebuntuan dan kerumitan sebagai antisipasi yang

lamban. Salah satu cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan
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guna mengantisipasi goncangan masa depan adalah berusaha untuk lebih
memperkuat pusat pemerintahan, yang menambah semakin banyak semakin
banyak politikus, birokrat, pakar dan komputer dalam keputusan untuk berlari
lebith cepat dan akselerasi kompleksitas; cara lain adalah dengan mulai
mengurangi beban keputusan dengan membaginya kepada lebih banyak orang,
yang memungkinkan lebih banyak keputusan dibuat “kebawah” atau pada
“pinggiran” ketimbang mengkonsentrasikannya pada pusat yang terkena stress
dan tidak berfungsi dengan baik.

Dengan demikian, struktur organisasi yang baik apar memberikan
kontribusi_positit_bagl _profesionalisme _aparaturnya adalah struktur yang
memungkinkan bagi terjadinya pendelegasian wewenang dari pimpinan puncak
kepada. manajemen lini tengah untuk mensikapi setiap pekerjaan masing-
masing bagian secara mandiri’ tanpa harus melalui proses pengambilan
keputusan yang terlala panjang dan menunggu instruksi atasan. Adanya
pendelegasian wewenang dan pembagian tugas yang jelas dan tegas diharapkan
mampu. membuat aparat menjadi lebth profesional dan bertanggungjawab
kepadamasyarakat.

Aparatur pemerintah,yang~ bijak adalali aparatur yang mampu
melaksanakan berbagai tindakan untuk merespon aspirasi publik dengan cepat
dan tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dengan demikian, upaya yang
dapat dilakukan agar aparatur dapat merespon aspirasi publik salah satunya
adalah dengan peningkatan profesionalisme aparatur menuju peningkatan

pelayanan publik, baik melalui pendidikan maupun pelatihan khusus.



34

Disamping, itu untuk mewujudkan profesionalistne aparatur pemerintah maka
diperlukan pencrapan manajemen modern untuk penataan kelembagaan
sebagai salah satu kecenderungan giobal. Secara keseluruhan, dengan
mendasarkan kepada kenyataan yang ada pada dunia birokrasi yang diperkuat
oleh argumen dan temuan lapangan maka faktor yang dapat mempengaruhi
profesionalisme aparatur antara lain yaitu diskresi dalam pemerintahan atau
disebut juga diskresi-administratif, yaitu bentuk kebebasan dan kewenangan
yang dimiliki oleh aparatur pemerintah khususnya dalam pengambilan
keputusan dan tindakan tidak mengacu kepada kepentingan publik secara luas
sepanjang,tidak _melanggar aturan-aturén yang ada,  bersifat kaku dan
berpatokan pada juknis yang ketat, sehingga tidak ada kebebasan berinovasi
dan berkreatifitas, sehingga kondisi aparatur pemerintah hanya menunggu
perintah atasan tidak segera menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat
bahkan menunda-nunda pekerjaan.

Kondisi lingkungan kerja yang kondusif juga menunjang munculnya sikap
profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugasnoya, sebab apabila keahlian
tidak” sesuai-dengan pekerjaan ‘tenty akan menghambat  sikap profesional
aparatur dalam bekerja. Hal. lain;"yang mengakibatkan profesionalisme
terhambat adalah pola reward dan funisment yang kurang diektifkan, dimana
aparatur-aparatur yang profesional tentu akan dipromosikan menduduki jabatan
tertentu, tentu aparatur senantiasa berupaya meningkatkan profesionalnya
dalam melaksanakan tugas, demikian juga dengan sistem intensif merupakan

faktor pendorong bagi aparatur untuk meningkatkan karirmya.



5. Konsep Pelayanan Publik

Secara sederhana dalam arti konsep pelayanan berarti membicarakan
tentang cara yang dilakukan untuk memberikan servis atau jasa kepada orang
yang membutuhkan. Pengertian secara etimologis, kata publik berasal dan
bahasa Inggris, yakni pubiic berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang
banyak dan keperluan umum. Dalam bahasa Indonesia publik berarti orang
banyak (umum). Dengan demikian, pelayanan publik merupakan kegiatan
membantu masyarakat dalam rangka memperoleh servis dan advis yang terkait
dengan  kepentingan umum (orang banyak) Menurut Philip Kotler
sebagaimana dikutip dalam buku Lukman (2000:8) tentang konsep pelayanan
publik adalah sebagai bertkut:

A service is any act ‘or ferformance that one party can offer to
another that is essentially intangible and does no! result in the ownership
of anything. It's production may or may not be tied in physical produce”.
(pelayanan merupakan setidp tindakan atau pelaksanaan yang dapat
diberikan “oleh suatu pihak kepada pihak lam yang pada dasarnya
menunjukkan fidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas
segala sesuatunya) Hasil darl_pelayanan ini dapat atau tidak dapat
dikaitkan dengan produk fisik, jadi.pelayanan adalah setiap tindakan
yang mendapatkan keuntungandalam suatu kwinpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak tenkat pada suatu produk
secara fisik.

Dalam hal ini, ditegaskan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan ataun
urusan kegiatan yang terjadi dalam mteraksi langsung antar seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Hal
ini senada dengan pendapat Lukman (2000:9) menyatakan bahwa pelayanan

" adalah “suatu kegiatan atau urusan yang terjadi dalam interaksi langsung antar

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan
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kepuasan pelanggan”. Disamping konsep pelayanan di atas, dalam memahami
konsep pelayanan publik harus juga diketahui mengenai konsep publik yaitu
Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan,
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka
miliki.

Pendapat lain oleh Sinambela (2006:5) menyatakan bahwa pelayanan
publik adalah “peléyanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai
penyelenggara’ negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan
masyarakat itu sendin dan menuliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat”. Dengan_demikian, dapat_ditegaskan bahwa pelayanan publik
adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah
manusia yang memiliki sefiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atauw kesatuan. Hutasoit (2011:16) mengemukakan defenisi
pelayanan publik adalah *“ pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai
penyelenggara negara. terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan
masyarakat itu sendiri dan memiliki'tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat”. Dengan kata 1ain, hakikat pelayanan adalah-setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam svatu. kumpulan atau kesatnan dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

Pelayanan pubhk di seluruh provinsi serta kabupaten di Indonesia telah
memperoleh landasan konstitusional, yaitu di atur dalam pasal 18 A UUD
Negara Republik Indonesia, selanjutnya diimplementasikan melalui UU

Pelayanan Publik. Dengan demikian Undang-Undang Pelayanan Publik
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memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan bagi terselenggaranya
pelayanan masyarakat yang lebih dapat dinikmati oleh masyarakat. Lebih
Jelasnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik pasal I ayat 1 adalah ** kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan
administrasi, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pedoman
umum penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:

1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan,
perencanaan,  pelaksanaan dan  pemgawasan/pengendalian  oleh
masyarakat. Kegiatan tersebut _harus diinformasikan, dan mudah diakses
oleh masyarakat.

2. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan
satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan
pasti serta tata cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu
layanan. '

3. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, harus seminimal mungkin
dan dik4ji terlebih dahulu agar benar-benar relepan dengan jenis
pelayanan yang akan diberikan.

4. Rincian biaya pelayanan adalah segala biaya dan ninciannya dengan nama
atau sebutan apapun_scbagai imbalan-atas pemberian pelayanan umum
yang ‘besaran dan_tata cara pembayaran-ditetapkan oleh pejahat yang
berwewenang.

5. Waktu penyelesaian. pelayanan adalabhijangka waktu penyelesaian suatu
pelayanan_publik, mulai dari’ dilengkapinya persyaratan tekmis atau
persyaratan admimstratifsampal selesamnya suatu proses pelayanan,

Berkaitan dengan beberapa 1tem pelayanan publik, maka setiap instansi
Oleh karena itu, untuk untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada
masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan
mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar motto pelayanan, lokasi
serta pejabat yang berwewenang, publikasi tersebut dapat disosialisasikan atau

melalui media cetak atau media elekironik.
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Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk
barang publik, jasa publik dan administratif, yang menjadi tanggungjawab dan
dilaksanakan oleh institusi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Dengan demikian jelas bahwa tidak ada alasan untuk menghambat
penyelenggara publik terhadap masyarakat oleh aparatur pemenntah. Secara
normatif maksud pelayanan publik dalam Undang-undang Pelayanan Publik
adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukumn dalam bubungan
antara masyarakat dan penyclenggara dalam pelayanan publik. Dengan
demikian, penyelenggara_pelayanan publik _akan_memperoleb perlindungan
dan kepastian hukum apabila bertindak benar sesuai dengan hukum serta
masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum atas penyalahgunaan
wewenang dalam penyelengaraan pelayanan publik. Berdasarkan pasal 3
Undang-undang tentang Pelayanan Publik bertujuan:

a. Terwujudnyabatasan dan hubungan'yang jelas tentang hak, kewajiban,
tanggungjawab, dan kewewenangany selunith pihsk yang terkait
penyclenppara pelayanan publik.

b. Terwujudnyassistem penyelenggaraan pelayanan. publik yang layak
sesuai dengan asas-gsas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

c. Terpenuhinya., penyelenggaraan pelayanan publik sesuai  dengan
peraturan perundan-undangan.

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan publik.

Disamping tujuan pelayanan publik, berdasarkan pasal 4 Undang-undang
pelayanan publik tersebut juga harus dilaksanakan dengan prinsip atau asas-

asas sebagai berikut:

a. Kepentingan wmum, artinya pemberian pelayanan tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi atau polongan
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b. Kepastian hukum, artinya terjaminnya hak dan kewajiban dalam
pelayanan publik.

c. Persamaan hak, artinya tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender dan status ekonomi,

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan.

e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki
kompetensi yang sesuai dengan tugasnya.

f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,
dan harapan masyatakat:

g. Persamaan _perlakuan/tidak disknminatif, artinya setiap warga
masyarakat berthak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah
mengakses dan mempercleh informasi mengenai pelayanan yang
diinginkan,

1. Akuntabilitas, artinya proses penyelengaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya
pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan schingga tercipta
keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu
sesuai dengan standar pelayanan, dan

. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, artinya setiap pelayanan
dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Setiap penyelengpara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan
dan dipublikasikan wsebapai jaminan adanya = kepastian bagi penerima
pelayanan. Busrizalti {2013:140) menyatakan bahwa “Standar pelayanan
publik adalah ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang
wajib di taati oleh pemberi atau penerima pelayanan”. Jadi, penyelenggaraan
pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan
dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan

kondisi lingkungan.



B. Penelitian Terdabulu
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Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acian dalam penulis

mengembangkan penelifian ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Matrik Posisi Penelitian
| Nama | Tema/Topik Sinopsis Penelitian ini | Kebarvan
Peneliti Lebih Menitik
beratkan
Rahmad | Peningkatan - pelayanan publik Sistem Profesiona-
kapasitas di Kecamatan pelayanan lisme
Aparatur Peudada menganut | publik di aparatur
Pemenntah sisterm terpadu dan | Kantor Camat | dalam
Daerah dalam transparan Peudada dan Pelayanan
Pelayanan - Tingkat pelayanan. | faktor publik
Publik (Studi di Kantor Camat penyebab
pada Kantor Peudada dapat rendahnya
Camat Pendada { dikategorikan kateponi
Kabupaten masih kurang pelayanan
Bireun) - Faktor penyebab publk
rendahnya
pelayanan publik
karena kirangnva
dukungan fasilitas
kantor camat
Ernawati | Profesionalism | Aparatur Kantor Profesionalism | Profesiona-
Darwin | e Aparatur Camat Sario belum | e aparatur lisme
dalam profesionalisme, pada aspek pelayanan
Pelayanan masih banyak responsif dan | publik dapat
Publik di “Lkelemahan terutaina | kreatifitas dilihat dan
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Kantor aspek responsif dan | tinggi aspek
Kecamatan kreatif. responsif
Sario, Penyebab dan
kelemahan kreatifnya
pelayanan publik aparatur
meliputi adanya dalam
penguatan tidak menangani
resmigtidak masalah
efesiensi waktu,
kurangnya
kesadaran terhadap
tugas dan tanggung
jawabnya terhadap
tugas,
Selamat | Pelayanan - Pelayanan publik 1 Fokus pada Fokus
din Publik dalam dalam pengurusan | pelayanan pelayanan
Pengurusan KTP masih masyarakat publik pada
KTP di Kantor | dikategonkan dalam aspek
Camat Lut kurang profesional | pengurusan inovatif,
Tawar ditinjau dari aspek 4+ KTPditmjau | responsif
Kabupaten kreatif dan'inovatif | dari dan kretif,
Aceh Tengah | -Masyarakat efektifitasnya | artinya ada
mengeluh karena inisiatip
pelayanan lambat merubah
sampai beberapa suatu sistem
hari dan sistem untuk
kerjanya lambat meningkatk
an
pelayanan

publik
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Darmant | Kinerja - pemerintah yang | Polakerja Kinerja
o& Aparatur modern  dituntut | pemerintah Aparatur
Syanf | Pemerintah untuk yang modern, | pemernintah
Fadillah | Daerah dalam mengutamakan mengutamakan | dalam
Rangka kualitas kualitas pelayanan
Pelayanan pelayanan kepada | pelayanan publik
Publik”, masyarakat kepada termasuk
melalui masyarakat pola
peningkatan pemerintaha
efektifitas, n modemn
efesiensi,
profesionalisme
dan akuntabilitas
Faridal: | Faktor-faktor | Faktor-faktor yang | Fokus fakior- | Faktor-
hanum | yang menghambat faktor yang faktor yang
Menghambat profesionalisme menghambat | menghamba
profesionalism | aparatur pemerintah | profesionalism | t
€ aparatug Dinas Lingkungan € aparatur profesiona-
pemerintah Hidup Kabupaten pemerintah lisme
Dinas Aceh tengahs aparatur
Lingkungan -Jpendelegastan peinerintah
Hidup wewenang
Kabupaten kurang jelas
aceh tengah - tidak'ada reward
dan punisment
- banyak aparatur
yang berstatus
non pegawai

negeri
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C. Kerangka Berfikir

Aparatur pemenntah adalah keseluruhan lembaga ataun badan yang ada di
bawah presiden, termasuk aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah Supnatna menyatakan bahwa aparatur pemerintah
adalah komponen sistem yang mengatur jalannya pemerintahan dan
pembangunan. Aparatur pemerintah bertanggungjawab melaksanakan roda
pemenintahan schari-han, secara profesionalisme agar pelayanan publik
mendapat pengakuan dari masyarakat.

Profesionalisme adalah keandalan seseorang dalam melaksanakan
tugasnya,_sebagaimana__dikemukakan__oleh Siagian_ (2000:163) bahwa
“profesionglisme adalah keandalan seseorang dalam menjalankan tugasnya
sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cernat, dan dengan
prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”. Pendapat diatas,
berasumsi bahwa aparatur yang profesional adalah aparatur yang melaksanakan
tugasnya dengan mengutanakan kualitas kerja, dapat dipercaya dan tepat
waktu sesuai_dengan kebutuhan, tidak® menunda pekeijaan, bahkan sering
terjadi penyelesaian pekerjaan lebih awal dan target yang telah ditentukan.
Aparatur yang profesional “biasanya cermat dalam menanggapi masalah,
disiplin kerja dan berupaya menjalankan tugas secara sistematis, sederhana dan
mudah dipahami pengguna layanan.

Adapun indikator profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugasnya
sebagai pelayanan publik, penulis berpedoman kepada pendapat Siagian

(2000:178) mengatakan bahwa “profesionalisme diukur dan segi
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kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang
telah disederhanakan, hal ini dilthat dari aspek kreatifitas, inovasi dan
responsifitas”, Lebth jelasnya, ketiga aspek profesionalisme seorang aparatur
pemerintah dapat dilihat pada uraian berikut:
1. Kreatifitas (creativity).

Indikator krealtif, dalam penelitian ini antara lain:

a. Kemampuan-aparatur untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi
dalam pelayanan publik secara kreatf, tidak harus diperintahkan oleh
atasan akan tetapi aparatur langsung mengerjakan pckerjaan sepanjang
tidak menyalahi afuran.

b. Aparatur idak kaku dalam bekerja, mereka tidak selamanya berpatokan
kepada peraturan-peratuyran akan fetapi pada keadaan tertentu unsur
kreatif pertu dimunculkan agar pelayanan masyarakat berjalan lancar,

¢. Aparatur yang kreatif adalah aparatur yang selalt berupaya untuk
mencan ide barw. dan konsepobam serta menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari;

d. Aparatur. berupaya mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan
melakukan berbagai cara sepanjang tidak inenyalahi peraturan dan
prosedur kerja yang mudah dan sederhana.

2. Inovasi (innovasij,
Indikator inovasi, dalam penelitian ini antara lain:

a. Memiliki inovasi baru untuk memudahkan segala jenis pekerjaan.
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b. Memiliki inovasi meminimalkan pembiayaan, misalnya dalam
pengantaran surat-menyurat kini telah menggunakan media sosial
semua berlangsung lebih cepat dan praktis.

c. Aparatur yang inovafif selalu berusaha mencar cara atau metode baru
yang mampu memudahkan proses pelayanan publik, agar pihak
pengguna layanan puas dan tidak mengeluh

3. Responsifitas (responsivity).
Indikator responsifitas, dalam penelitian im antara lain:

a. Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi
baru, perkembangan bar, tuntutan baru, dan pengetahuan baru.

b. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam
menjalankan tugas dan fungsmya.

c. Aparatur yang tesponsit adalah aparatur yang mengikuti arus global
yang sesnal demgan perkembangan teknologi dan tuntutan baru
misainya ‘tingkat pendidikan yang™lebth tinggi, artinya ada upaya
pengembangan din.dalam menjalankan tugas, baik melajui pendidikan,
pelatihan maupun dengan aktifitas gemar membaca mformasi.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka untuk menentukan
aparatur pemerintah profesionalisine dalam .menjalankan tugasnya sebagai
pelayanan publik, penulis menginterfrestasikan jawaban responden apabila
kondisi aparatur memenuhi seluruh indikator maka aparatur pemerintah
dikategorikan telah profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pelayanan publik, sebaliknya jika hanya memenuhi sebagian indikator mnaka
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aparatur pemerintah dikategorikan belum profesional. Oleh karena, itu untuk
menentukan kategori profesionalisme aparatur di Kantor Camat Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah d'iperlukan responden yang mengetahui tentang

kondisi aparatur yang sebenar-benamya.

A
A
N
U

4




BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat ditentukan oleh pendekatan dan
jenis penelitian. Sebab, kesalahan dalam memilih pendekatan dan jenis
penelitian maka akan berpengaruh terhadap hasil penelitian, oleh karena itu
sesual dengan data yang diperiukan dalam menjawab rumusan masalah maka
jenis pendekatan dalam penelitian 1ni adalah pendekatan kualitatif dengan
alasan informasi yang diinginkan| lebih mendalam dan bersifat generalisasi,
seperti pendapat- Sugiyono (2008:41) bahwa “penelitian kualitatif memiliki
wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti dan
mampu menciptakan rappors kepada Setiap orang yang ada pada situasi sosial
yang akan ditelii™

Sesuai dengan kutipan di atas, maka untuk memperoleh data yang
berhubungan dengan prefesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai
pelayananspublik di Kantor Camat Pegasing serta.hambatan bagi aparatur
pemerintah ntuk bekerja secara profesional Digunakan jenis pendekatan
kualitatif, karena data yang diperlukan cenderung dari pemikiran sesorang
yang ditunjuk sebagai narasumber karena alasan tertentu, hal ini sesuai dengan
pendapat Sukmadinata (2007.60) bahwa “penelitian kualmatif {qualitative
research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan

menganalisis fenomena, pristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persefsi,

a7
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pemikiran orang secara individual maupun kelompok, semua deskripsi
mengarah pada penyimpulan”.

Penelitian ini lebih fokus membahas tentang kondisi yang sebenamya
terjadh di lapangan, tepatnya kondisi profesionalisme pelayanan publik aparatur
pemerintah di kantor Camat Pegasing, dengan menggunakan intrumen
penelitian agar lebih sistematis pengumpulan dan penyajian data, sehingga

hasil penelitian akurat dan tepat.

B. Sumber Informasi dan Pemiliban Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu
dan menguasai masalah, serta terlibat langsung demgan masalah penelitian.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka pneliti sangat erat
kaitannya dengan factor-faktor kontekstual jadi dalam hal ini sampling
dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber.

Pemilihan informan_sebagai sumbersdata dalam penelitian ini adalah
berdasarkan. pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data
dan ‘bersedia- memberikan informast lengkap dan-akurat - Informan yang
bertindak sebagai sumber data,dan.nformasi harus memenuhi syarat, adapun
yang akan menjadi informasi nara sumber dalam penelitian ini adalah aparatur
pemeriniah di Kator Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan masyarakat
selaku pengguna layanan publik, antara lain adalah:

1. Bapak Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

2. Bapak Kasi Kesra Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.



49

3. Bapak Kasi Pemenintah Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
4. Bapak Zulkifli selaku anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah.

5. Ibu Aminah selaku Masyarakat Kampung Kung Kecamatan Pegasing,

C. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian yang bersifat kualitatif sebagai instrumen utama adalah
peneliti sendiri, namun untuk memperoleh data yang tepat dan akurat maka
peneliti sebagal instrumen dapat memvalidasi data dengan inemperhatikan hal-
hal berikut : a) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif, b)
Penguasaan wawasan penelitt terhadap bidang yang diteliti dan ¢) kesiapan

penelitruntuk memasuki objek penelitian secara akademik maupun logistik.

Peneliti adalah instrumen kunei, meskipun dilakukan uji kredibilitas yang
merupakan wkuran-kebenaran datasyangodikwmnpulkan. Karena lhal yang
terpenting dalam penelitian kualitatif adalah kesesuaian antara konsep teori
dengan temuan di lapangan dari npara sumber. Adapun upaya-upaya yang
dilakvkan untuk “menguji kebenaran data, dikemukakan oleh Margono

(2008:306) antara‘lan.;

1. Memanfaatkan waktu penelitian, yakni penggunaan waktu yang relatif
lama dalam mengumpulkan data dari nara sumber yang dianggap
representatif memberikan infonnasi.

2. Triangulasi, yakni aktivitas yang dilakukan untuk membandingkan data
yang diperoleh dari pengamatan langsung dengan data dar nara sumber.

3. Penggunaan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian, yakni

mengumpulkan data berbagai dokumentasi lalu dituangkan dalam
bentuk laporan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.
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Sesuai dengan kutipan di atas, maka untuk menguji kebenaran data
penulis menggunakan waktu yang retatif lama dalam mengumpulkan data agar
data yang dikumpulkan representatif, kemudian membandingkan dengan
melakukan observasi langsung ke lapangan, agar data tersebut akurat.
Disamping itu penulis juga merujuk kepada referensi-referensi literatur yang

relevan dengan penelitian.

. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan
menggunakan teknik penelitian yang bersifat  trinpulasi, yaitu menggali data
dan berbagai literatur serta mencan data dari berb-agaj sumber yang terkait
dengan penelitian. Untuk menunjang penelitian diperlukan data primer dan
data sekunder yang relevan, maka dapat dilakukan dengan cara
1. Observasi
Observasi adalahuteknik  pengumpulan.odata dengan cara pengamatan
langsung terhadap obyek penelitianiyang sedang melangsungkan kegiatan
sebagai sumber data dalam penelitian. Observasi dilakukan partisipatif
karena langsung dilakukan“pada objek yang telah ditentukan. Moleong
(2002:75) menjelaskan bahwa “observasi diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek yang
diteliti”. Pengamatan dan pencatatan yang akan dilakukan pada objek yang
telah ditentukan sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki

disebut observasi langsung.
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2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui
hal-hal yang lebih mendalam tentang profesionalisme aparatur pemerintah
dalam pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur,
sebagaimana dikemukakan oleh Margono (2008:320) bahwa “jenis
wawancara terstrukfur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti telah’ mengetahni denpan pasti tentang informasi apa yang akan
diperoleh; oleh karena itu dalam melakukan wawancara dilakukan
berdasarkan instrumen penelitian  berupa pertanyaan-perfanyaan dan
alternatif jawaban”,
3. Dokumentasi
Dokumentasi menurut Sugivono (2008) menyatakan bahwa dokumen
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 1Dokumen dapat berbentuk
tulisan, gambar atan Kkarya-karya momumental seseorang. Berdasarkan
pengertian tersebut, maka.dokumen yang dimaksud: dalam penelitian ini
sebagai pendukung hast! wawancara dan observasi agar hasil penelitian juga
akan tercermin kmidibel, temti diperlukan dekumen-dokumen dan Kantor
Camat Pegasing berupa profil Kantor Camat Pegasing dan data lain yang
menunjang penelitian.
E. Metode Analisis Data
Metode analisa data untuk mengolah informasi yang diperoleh, dilakukan
beberapa tahapan untuk memnberikan jawaban terhadap rumusan masalah

tahapan tersebut adalah:



52

1. Reduksi data

2.

3.

Pada tahap reduksi, data dan informasi diclah untuk menelaah
keseluruhan data dani catatan lapangan. Telaah ini dilakukan untuk
menemukan hal-hal pokok atau penting dari objek yang diteliti, mereduksi
data berarti merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas’dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya.

Display data

Pada tahap display dilakukan kegiatan penyajian data secara sistematis,
terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah
dipahami, penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat naranf, Maka
berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan
dengan penelitian.

Menarik kesimpulamatau venifikasi,

Pada tahap venfikasi dilakukan penankan.kesimpulan yang telah
diambil.dengan data yang diperoleh dari prasurvei, catatan lapangan dan
bantuan alat berupa kamera, Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat
menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, dan
kesimpulan ini berupa temuan baru yang bersifat diskripsi atau gambaran

yang sebelumnya tidak diketahui.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Pegasing merupakan salah satu Kecamatan yang ada di
Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Qanun kabupaten Aceh
Tengah No. 5.Tahun 2014, tentang pembentukan susunan organisasi
kecamatan kabupaten Aceh Tengah. Sebapai salah satu instansi yang langsung
berhadapan dengan pelayanan masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah; secara khususp menangani Koordinasi pemberberdayaan
Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Peraturan
Perundang-undangan atau Qanun, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,
Kegiatan pemerintahaan, Membina Pemernintahan Desa, Pelayanan masyarakat
yang belum dilaksanakan di Desa, Melakukan kegiatan penyuluhan Kecamatan
Pegasing, Melakukanmurusan tata .usaha, keberadaannya diatur dalam
Keputusan-Menteri Dalam Negen No 54 Tahun-2003 tentang Organisasi dan
Tata Kerja'Kantor Kecamatan Pegasmg dan Keputnsan Menten Dalam Negen
No.50 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kantor Kecamatan Pegasing. Tindak-
lanjut dan Pcmén'ntah Kebupaten Aceh Tengah terhadap keberadaan
Keputusan Mendagn tersebut adalah dengan menerbitkan Keputusan Bupati
No. 64/KD/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kecamatan Pegasing.

53
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Kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah mempunyai luas wilayah +

9.900 Ha yang memiliki jumlah penduduk + 182718 jiwa yang terdiri dan 4.

128 KK dengan 31 Kampung defenitif terdapat I mukim. Secara topografi

kecamatan Pegasing merupakan daerah yang relatif datar dengan ketinggian

antara 689m — 1.100m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata

1.803/tahun dengan suhu ndara minimal 220C dan maksimal 240C. Adapun

letak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah:

Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Bies, kecamatan Silih Nara
dan Kecamatan Celala.

Sebelah timur berbatasan dengan kecamaian Lut Tawar, kecamatan Linge.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jagong dan Kecamatan Atu
lintang,

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bebesen.

Adapun wilayah kerja Kecamatan Pegasing sebagai perangkat Daerah

meliputi 31 Kampungwyang terdin dan;

1.

2.

Uning

Jurusen

Kayu kul

Kute lintang
Pegasing

Belang bebangka
Simpang kelaping

Kung
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27,

28.

Kala pegasing
Wih nareh
Paya jeget
Kedelah
Tebuk

Uring

Pedekok
Lel“- -

Pepalang

Terang uler‘

Linung

P

J

Arul badak
Wih ilang

Wih terjun

29, Pantan musara

30.

Berawang baro.

35
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Adapun sumber penghidupan bagi masyarakat Kecamatan Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah adalah sektor pertaman, sektor industr, sektor
perdagangan dan jasa. Di sektor industri menjadi sumber penghasilan bagi
masyarakat, sebab lahan pertanian semakin berkurang sehingga penurunan
produksi yang menyebabkan penduduk beralih ke sektor industri, sehingga
jumiah industri besar, menengah, dan kecil sampai akhir tahun 2017 bejumlah
56 buah, yang terdin industri makanan, tekstil, padi dan kopi. Adapun stabilitas
politik wilayah kecamatan Pegasing Kabupaten aceh Tengah cukuf kondusif
hal ini ditandai dengan tidak adanya konplik baik SARA maupun politik.

Keadaan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Pepasing dapat dilihat
dan agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sumber-sumber
pembangunan dan sikap tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehan-hari.
Berdasarkan sensus data Kecamatan Pegasing, 98 % penduduk beragama Islam
dan 20% penduduk yang berapamma katohk. Selanjutnya, terkait dengan
pendidikan .di Wilayah Kecamatan Pggasing berjalan program formal dan
informal, tentu-berkaitan dengan lembaga pendidikan:

Kantor ‘Kecamatan Pegasing dalam menjalankan fupas dan fungsinya
dipimpin oleh seorang Camat'yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati sebagai pada Pemerintah Kota. Menurut Ps.3 Sk. Bupati Aceh
Tengah No 64/KD/2006 yang mengatur tentang tugas pokok Kantor
Kecamatan Pegasing sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan
kegiata-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan kegiatan-kegiatan di bidang

Kecamatan Pegasing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Kantor
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Kecamatan Pegasing, memiliki Visi sebagai berikut “terwujudnya masyarakat

Pegasing yang mandiri dan berdaya saing, melalui pelayanan prima

berdasarkan religius, kultural dan berwawasan lingkungan”.

Visi tersebut masih berbentuk abstrak dan sebagai upaya untuk mencapai

vist tersebut maka dirumuskan Misi sebagai berikut sebagai langkah konkrit

untuk mencapai visi tersebut:

a.

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur  dalam
mem fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan publik

Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDivi berdasarkan iman dan
taqwa,

Menjalankan syariat Islam khususnya di Kecamatan Pegasing,

Menitik “beratkan kepada pembangunan pedesaan yang berwawasan
lingkungan,

Melestarikan lingkifigan pedesaan supaya fetap hijau dan produktif.
Adapunsasaran dalam rangka mencapal visi dai-misijantara lain adalah:
Meningkatkan kuahtas damn kuantitas pelayanan

Terwiyudnya pelayanan yang mwdah, murah, cepat dan akurat
Pengimplementasian peraturan perundang-undangan

Terkendalinya dampak pembangunan pedesaan yang berwawasan
lingkungan.

Terjaganya kelestarian kesejahteraan sosial dan syariat Islam.
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Oleh karena itu, untuk memudabkan pelayanan kebutuhan masyarakat
terkait dengan administrasi pemerintahan maka Kantor Camat Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah bertugas melayani kebutuhan masyarakat secara
prima, adil dan transparansi, sehingga terwujud kepuasan masyarat dalam
berurusan. Kantor Camat Pegasing dalam imenjalankan tugas dan fungsi
organisasi, didukung oleh 30 orang pegawai, dengan tinpgkat pendidikan,
golongan dan jemis kepegawaian berbeda-beda. Rekapitulasi data pegawai

Kantor Camat Pegasing kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel

berikut.
Tabei. 4.1
Karakteristik Aparatur Pemerintah Kantor Camat Pegasing
Berdasarkan Golongan/Ruang
No Golongan/Ruang Jumiah Persentase

1 v 2 6,6%
2 ITT 13 43.33%
3 I 6 20%
4 I 5 .
5 Henorer 9 . 30%

30 100%

Sumber : Kantor Kecamatan Pegasing, 2017.
Berdasarkan tabel di atas, maka dalam menjalankan tugas dan fungsi
sebagai penyelenggara pelayanan dari 30 aparatur pemerintah, 2 orang memiliki
golongan/ ruang IV atau 6,6%, 13 orang memiliki golongan/ruang III atau

sebanyak 43,33%, dan 6 orang memiliki golongan/ruang Il atau 20% dan 9 orang
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pegawai honorer atau 30 %. Karakteristik pegawai berdasarkan jenis kelamin
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.2
Karaktenstik Aparatur Pemnerintah Kantor Camat Pegasing
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO | Jenis Kelamin Jumlah Persentase
""" 1 Laki-laki 20 66,66%
2 Perempuan 10 3333%
Jumlah 30 100 %

Sumber ; Kantor Kecamatan Pegasing, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah aparatur pemerintah berdasarkan
jenis kelamin, 20 orang laki-laki atau 66,66% dan 10 orang perempuan atau
33,33%. Dengan demikian aparatur pemenntah kecamatan Pegasing dominan
laki-laki. Selanjutnya, karakieristik aparatur pemerintah ada yang pegawai

negeri, kontrak dan bakti, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.3
Karakteristik. Aparatur Pemerintah Kantor Camat Pegasing
Berdgsarkan Status Pegawai
No Golongan/Ruang Jumlah Persentase

1 Pegawai negen 21 70 %%
2 Kontrak 5 16,16%
3 Honor 3 10%%
4 Bakti i 3,3%

30 100 %

Sumber : Kantor Kecamatan Pegasing, 2017.
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat status pegawai negeri sipil
sebanyak 21 orang alau 70 %, status kontrak 1 orang atau 3,3 %, status honor 3
orang atzu 10 % dan status bakti sebanyak 1 orang atau 3,3%.
Demikianlah gambara? umum terkait karakteristik aparatur pemerintah kantor
Camat Pegasing Ka;mpaten Acech tengah, sedangkan struktur organisasi
merupakan ranah pembagian tugas, di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh

Tengah mengacu padapasal 6, SK Bupati Aceh Tengah No.64/KD/2006,

adalah sebagai berikut:
CAMAT
SEKRETARIS CAMAT
! .
KASUBAG. KASUBAG.
PERENCANAAN KEUANGAN
| - I 1 L 1
KASI. KASI PMK KASI. KASI KASL
PEMERINTAHAN - | TERANTIB PRIZINAN, KESRA
: : INFORMASI .
DAN
KOMUNIKAS]T
Bagan .4.1

Bagan Organisasi Kantor Camat Pegasing Berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2005.
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Melihat begitu kompliknya tugas dan peran Camat Pegasing, maka dalam
menjalankan tugasnya di bagi dalam dua sub vaitu sub administrasi dan
pelayanan teknis. Bagian Tata Usaha terbagi 2 (dua) bagian yakni Sub
Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan Kantor Kecamatan Pegasing serta urusan
keuangan (pasal 8, SK Bupati No. 64/KD/2006):

Urusan Umum™ bertugas menyelenggarakan ursan  surat-menyurat,
kearsipan, 'ekspedisi, kepegawaian, rumah-tangga, perjalanan dinas, dan
pemeliharaan  barang-barang inventans, —sedangkan Urusan Keuangan
mengurus, masalah keuangan organisast Kecamatan Pegasing seperti gaji,
anggaran, dan Jainnya (pasal 11, SK Bupati No.64/KD/2006). Dasar hukum
dan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pegasing adalah Keputusan
Menten Dalam negeri No. 131 Tahun 2011, tentang jenis dan proses pelayanan
jenis pelayanan sebagaibenikut:

1. Rekomendast.Anggaran Dana Desa (ADD).

2. Rekomendasi APBD.

3. Rekomendasi Pengangkatan‘dan Pémberhentian Perangkat Desa.
4, Rekomendasi Tempat Usaha,

5. Rekomendasi Proposal.

6. Rekomendasi Tempat PHR.

7. Pengesahan dokumen Kependudukan,
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8. Pengesahan Sila-sila, keterangan Waris dan Pernyataan tidak keberatan serta
pembagian Waris.

9. Pelaporan Konflik Sosial

10. Pelaporan Bencana Alam.

11. Pelaporan Fasilitas Umum.

12. Surat Keterangan Tidak Mampu

}3. Surat Keterangan Kependudukan

14. Surat Keterangan Miskin.

15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

16. Surat Keterangan Findah

17. Surat Keterangan Asuransi Lain

18. Ijin Usaha Menengah Kecil

19. ljin Pemampaatan Jalan

20. Ijin Survey/KKN

21. ljin Pemasangan Balihe/Spanduk/Iklan
Untuk tebih jelasnya orajan tugas masing-masing pemangku jabatan dapat
dilihat' padawusaian di bawah in::

1, Camat mempunyai tugas pokek mélaksanakan sebagian kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam wilayah Kerja/kecamatan,
dengan tugas sebagai berikut:

a. Mempelajari peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian



63

dibidang pelayanan umum masyarakat yang menjadi kewenangannya
c. Bertanggung jawab atas pemeliharaannya dan terciptanya ketenraman dau
ketertiban di wilayahnya.
d. Pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di
wilayah kerja Kelurahan dan Desa
¢. Pemberian motivasi dan penetapan kebtjakan dalam rangka peinberdayaan
masyarakat yang mandiri.
f. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan
ketatausahaan Kecamatan.
g. Pembinaandan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas
jabatan fungsional dan tugas UPT dalain hngkup kecamatan,
h. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretar(s Daeral setiap bulan dan akhir tahun
1. Melaksanakan tugas kedinasan [ain yang diperintahkan oleh Bupati
2. Sekretaris Kecamatan, “mempunyai (ugasnya dibidang pelayanan teknis dan
administratifiperencanaan, “kepegawalan, keuangan;~dan ketata usahaan)
terhadap semuawunsur dalam lingkup, seacara rineitupas seketaris kecamatan
adalah:
a. Mempelajan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
b. Perumusan perencanaan dan program kerja serta penyusunan Renstra

Kecamatan.
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Pengelolaan urusan admmsistrasi kepegawaian lmgkup kecainatan dan
tenaga fungsional.

Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan

Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan

Pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan lingkup kecamatan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat

Melaksanakan tugas kedinasan lamm yang diperintahkan oleh Camat
Pengkoordmastan penyelenggaraan tugas sekst

Penyelenggaraan arsip kecamatan

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kanr pegawai

Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang tugasnya

3. Kasi Pemerintahan mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan

tugasnya dibidang Pemerntahan umum, pemernntahan kelurahan/desa,

Penataan lingkungan hidup, dan pertanahan. Dengan tugas sebagai berikut:

Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang
diperiukan.untuk menunjang kelancaran pelaksanaantugas.
Fastlitasipelaksanaan fugas pembantuan pemenntah, pemerintah propinsi
dan kabupaten pada desa'dalam*wilayah kecamatannya.

Fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa’kelurahan dan
sosialisasi peraturan-peraturan daerah/kebijakan pemerintah daerah
tentang desa/ kelurahan dikecamatannya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluas: program di bidang pemerintahan
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¢. Pelayanan administrasi pertanahan dan pembinaan suatu penataan
lingkungan hidup.

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris
camat.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat.

h. Perumusan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum

i. Pelaksanaan dan pengendalian kependudukan

j.  Penyusunan jadwal kegiatan operasional Kependudukan di Kecamatan.

k. Pembinaan dan pengkoordinasian lembaga Rukun Tetangga (RT), Rukun
Warga (RW) dan sejenisnya

}.  Penyusunan bahan dan fasilitasi urusan keagrariaan

m. Penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan
kependudukan dan catatan sipil

n. Penyusunan laporan bulanan, iriwnlan, tahunan atau setiap saat diperlukan

. Kasi Ketentraman dan_Ketertibanp. mempunya: (ugas Membantu Camat

dalam/ melaksanakan tugasnya dibidang penmegakan . peraturan daerah,

pendidikan “politik, pembinaan kesatuan bangsa,perfindungan masyarakat,

serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan

bencana alam. Dengan tugas khusus antara lain :

a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kﬁlancaran pelaksanaan tugas.

b. Pembinaan kemasyarakatan dalam rangka penciptaan dan pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban, lingkungan kehidupan masyarakat.
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Memfasilitast penerapan dan penegakan Perda

Memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa
meliputi pembauran dan ketahanan masyarakat datain organisasi sosial
kemasyarakat serta wawasan kesatuan bangsa.

Penyusunan program dibidang Ketentraman dan ketertiban

Fasilitasi perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan
pengamanan Swakarsa dan Siskamling.

Sosialisasi /' kebijakan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan
ketertiban , kesatuan bangsa, dan linmas.

Sosialisast pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam dan korban
bencana alam.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui sekretaris
Camat.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat.

. Kasi Kesgjahteraan "Sosial mempunyai” tugas Membantu Camat dalam

melaksanakan.tugasnya dir bidang pemerntaban—wumum, Pemerintahan

Kelurahan/Desa; Penataan lingkungan hidup dan pertanzhan, rincian tugasnya

~ adalah sebagai berikut:

a.

Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang

dipertukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan

¢. Memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan dan tugas kependidikan

tingkat sekolah dasar.
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Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial dan tenaga kerja serta
agama.

Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pariwisata, kebudayaan, dan
keolahragaan,

Memfasilitasi penyelenggaraan tugas Keluarga Berencana Kependudukan,
dan Pemberdayaan perempuan

Penyusunan program di bidang kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi peraturan daerag/ kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesra
Bertanggung jawab terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahtcraan masyarakat.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretarts
Kecamatan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat.

. Seksi PMK mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan

tugasnya dibidang pelayanan pertanian, kehutanan dan perkebunan,

perhubungan, iﬁdusm', dan ‘perdagangan, penamraman modal serta koperasi,

pertambangan;‘dan,pemberdayaan masyarakat, _Fungsimya

a. Mempelajari peraturan perindang-undang dan ketentuan lainnya yang

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

b. Pengkoordinasian pelaksanaan t.ugaé teknis fungsional bidang hutbun dan

C.

pertanian
Memfasilitasi pelayanan kehutanan, perkebunan, pertanian, dan

peternakan serta perikanan.
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d. Memfasilitasi pelayanan perhubungan
e. Memfasilitasi pelayanan industri, perdagangan, penanaman modal dan
koperasi.

f. Memfasilitasi pelayanan pertambangan

g. Memfasilitasi pelayanan pemberdayaan masyarakat desa

h. Memfasilitas: pelayanan pembangunan meliputi perencanaan, kesetasian,

pertumbuhan pengembangan potenst dan.sumber daya.

i. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Ekbang
J. Sosialtsasi Perda / kebijakan Perda di bidang Ekbang.

k. Memfasilitasi pelaksanaan program ekonomi dan pembangunan

. Memfasilitasi pelaksanaan program ekbang

m. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi ekbang

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekcam

0. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat

6. Seksi Perizinan Infermasi dan Kemunikasi mempunyai tugas pokok

membantu Camat dalam dalam pelaksanaan_tugas-di bidang Pelayanan Umum
yaitu pembenan_sarana dan puasarana pelayanan kelistrikan, kebersihan,
jalanan umum, tata ruang, sérta pérmukiman, Fungsinya :

a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang

b. diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

¢. Memfasilitasi pelayanan umum serta sarana dan prasarana fasilitas

pelayanan umum
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d. Memfasilitasi pelayanan kebersihan , pertamanan, dan penerangan jalan
umum,

e. Memfasilitasi pelayanan tata ruang dan permukiman

f Pengkoordinasian penyusunan program di bidang pelayanan umum

g. Sosialisasi Perda / pekerjaan di bidang pelayanan umum.

h. Memfasilitasi dan melaksanakan pelaksanaan program pelayanan umum,

1. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seks: pelayanan umum

J- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat inelalui Sekcain

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat

I, Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang
tugasnya.

Selanjutnya, untuk mendukung profesionalisme pegawai dalam
menjalankan perannya sebagai pelayanan publik, tentu harus didukung oleh
sarana dan prasarana. Bedasarkan observasi penulis, keberadaan kantor Camat
ditinjau dan aspek sarangdan prasarana_masih belun memenuhi standar sarana,
baik damd “gedung. maupun  mobiler,;” oleh karena iti diharapkan untuk
meningkatkan kapasitas pelayanan publik periu diupayakan kelengkapan sarana
dan prasarana, misalnya adanya ruang funggu, adanya satpam dan lain-lain.
Adapun fasilitas yang tersedia di Kantor Kééamatan Pegasmg Kabupaten Aceh
Tengah, antara lain: |

1. 1 (satu) Mobil Dinas.
2. 2 (dua) Sepeda Motor.

3. 5 (luna) Perangkat Komputer.
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4. 4 (empat) Mesin Tik.
5. 1 (satu) Televist Berwarna.

6. 2 (dua) Tape Recorder.

B. Hasil Penelitian

Profesionalisme aparatur pemerintah  dalam menjalankan tugasnya
sebagai pelayanan publik, dapat dilihat darivindikator profesionalisme yang
meliputi mdicator sikap responsif, kreatf dan inovatif dari aparatur pemerintah
dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi
yang akurat tentang profesionalisme aparatur pemerintah Kantor Camat
Pegasing dalam menyikapi tugasnya sebagai pelayanan publik dan mengetahui
juga tentang faktor-faktor yang menghammbat munculnya profesionalisme
peserta, maka penulis melakukan wawancara dengan berbagai informan.
Berikut, penulis™ melakukan wawancara dengan informan yang telah
ditentukan, dalam hal“ini.rekapitulasigawaban responden dapat dilihat pada
uraian berikut;
1. Profesionalisme Aparatur dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat

Pegasing Kabupaten Aceh Tengah,

Profesionalisme adalah Cerminan keterampilan dan keahlian aparatur
pemerintah dalam menjalankan tugasnya, hal ini tentu banyak hal yang
mempengaruhinya diantaranya adalah kesesuaian tinékat pengetahuan,
latar belakang pendidikan, kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan

profesionalisme juga dapat dikatakan sebagai cerminan potensi dirl yang
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dimiliki aparatur pemerintah baik dari aspek kemampuan maupun aspek
tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktifitas dan
kreatifitas. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada
bab awal, maka indikator profesionalisme yang diukur dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
. Aspek Responsifitas

Responsifitas  adalah kemampuan . aparatur pemerintah dalam
menganhsipasi dan menghadapt perkembangan® dan tuntutan baru, agar
tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu sikap
responsif - dari aparatur akan | tergambar juga dan sikap aparatur untuk
menerima aspirasi-aspirasi positif guna meningkatkan pelayanan publik,
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang telah
ditetapkan sebelumnya, terkait Sikap profesionaliSme aparatur pemerintah
di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam pelayanan
publik,_aspek respemsifitas yaitugstatu sikap _yang peka terhadap
perkembangan_teknologl dan imformasi sebagai-tuntunan baru dalam
memudahkan proses pelayanan publik, selainitw sikap responsif ini
tergambar juga dan sikap aparafur untuk menerima aspirasi-aspirasi positi
guna meningkatkan pelayanan publik, hal ini dapat dilihat pada uraian
berikut. Bapak Camat yaitu Bapak Muslim menyatakan bahwa:

Pelayanan publik aparatur pemerintah Kecamatan Pegasing
sudah baik, namun dalam aspek responsif dapat dikategorikan kurang
optimal karena pada nmumnya aparatur pemerintah di Kantor camat
kurang respon dalam menerima aspirasi baru atau perkembangan baru,

misalnya penggunaan komputer, saat ini untuk memudahkan segala
urusan mau tidak mau aparatur pemerintah harus mampu
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mengoperasikan komputer, karena bukan zamannya mesin ketik lagi.
Oleh karena itu, pelayanan publik belum prima sebagaimana visi
Kantor camat, semestinyaz setiap aparatur respon terhadap tuntutan
perkembangan zaman, namun kenyataan keberadaan aparatur
pemerintah belum menyadan kebutzhan ini sepenubnya. Sehingga,
berkaitan dengan komputer hanya beberapa karyawan yang mampu
mengoperasikan dengan baik dan lancar. Demkian juga dengan
tuntutan baru berkaitan dengan pendidikan, beberapa aparatur tidak
mau lagi menempuh pendidikan yang lebih tinggi. (Wawancara
Tanggal 20 maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bearti aparatur pemerintah dalam
pelayanan publik sudah baik, namun belum prefesional dalam menyikapi
perkembangdn zaman, bersikap pasip mengikuti perkembangan teknologi yang
semakin berkembang, mereka kebanyakan pasrah dengan keadaan yang ada
dengan dalih usia dan masa kerja. Perkembangan yang sangat mencolok adalah
perubahan sistern informasi dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
semua serba on line, tentu mereka mau tidak mau harus mempelajar perangkat
komputer yang meliputi program-program aplikasi data, akan tetapi menjadi
kenyataan di_lapangan aparamr kurang berminat_mengikuti perkembangan
tersebut. Demikian juga, dengan tuntutan barmwyaitu harus memiliki pendidikan
minimal sarjana akan tetapi aparatur pemeriftah Kantor Camat Pegasing tidak
respon lagi dengan aturan-aturan tersebuty:mereka pasrah dengan pendidikan
‘yang ada, sehingga berdasarkan data yang terkumpul masih ada aparatur
pemerintah yang pendidikannya SMA, sehingga kondisi int sangat merugikan
aparatur karena ketika hadir aparatur lain yang lebih profesional dan
berpendidikan lebih tinggi mereka terpaksa tidak dapat menduduki jabatan

promosi yang diinginkan karena tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki

jabatan tersebut.
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Hal ini senada dengan jawaban Bapak Kasi Pemerintahan, terhadap sikap
responsifitas aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, beliau menyatakan

bahwa:

Pada umumnya aparatur pemenntah kurang respon dengan
petkembangan sistem informast manajemen yang yang berbasis
teknologi informatika, aparatur merasa puas dengan kemampuan yang
dimilikimya, aparatur kantor camat Pegasing telah membudaya dengan
pola administrasi lama yaitu secara manual menggunakan mesin ketik,
sehingga dengan perkembangan teknologi saat ini semestinya pekerjaan
menjadi lebih-cepat, kenyataannnya pekerjaan menjad: lambat, karena
tidak semua aparatur mampu mengoperasikan komputer, dengan kata
lain untik menyetesatkan sebuah surat harus menunggu aparatur yang
memiliki skil komputer, hal ini tenfu aparatur pemerintah di kantor
Camat Pegasing dikatakan belum profesional. (Wawancara Tanggal 22
Maret 2018).

Dengan demikian, kondist aparatur pemerintah kantor camat Pegasing
dapat diasumsikan kurang profesignal terkait aspek responsifitas, mereka
enggan menerima perubahan sistem informasi data dengan perkembangan
teknologi, selnngga ketika pihak fertentu membutuhkan data tentang profil
Kantor Camat, harus berinduk kepada data statistik kabupaten. Nah, akibat
keterbatasan keterampilan 1ai banyak aparatur yang kehilangan pekerjaan
karena tidak manpu mengoperasikan kemputer, akibatnya pelayanan menjadi
lambat dan sering komplin masyarakat. Banyaknya aparatur yang tidak mahir
menggunakan komputer terpaksa menunggu perintah atasan untuk
melaksanakan pekerjaan lain. Sedangkan bagi aparatur yang mampu
mengoperasikan komputer, mereka akan mendominasi pekerjaan bahkan
mereka akan mendapatkan insentif lebih atas pekerjaannya, sehingga atasan

memberikan peluang dan kesempatan kepada aparatur untuk memaksimalkan

pekerjaan mereka direkomendasikan mengikuti pelatihan dan sebagainya.
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Selanjutnya, Bapak Kasi Kesra menyatakan tentang profesionalisme
aparatur pemerintah di Kantor camat Pegasing terkait aspek responsifitas,
beliau mengatakan bahwa:

Kemampuan aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah dalam memberikan layanan sudah baik, dengan
ukuran bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai
dengan kebutuhan, prosedur pelayanan yang sebenarnya telah tertuang
dengan jelas pada tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Prosedurnya
sudah seperti itu, hanya saja masalah waktu kurang efektif dan efesien,
sering terjadi lambat dalam penyelesaian pekerjaan, hat ini berhubungan
dengan kemahiran aparatur menggunakan komputer. Namun
profesionalisme  aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat
dikategorikan rendah, hal ini diakibatkan keterbatasan kemampuan
aparatur mengikuti perkembangan zaman, sehingga apabila tidak
dumbangi oleh aparatur yang responsif maka kondisi ini inengakibatkan
ketinggalan informasi, sebab|saat ini informasi tidak lagi melalui surat
akan tetapi serba media internet dan lain-lain, jadi hendaknya aparatur
memiliki kemahiran dalam dumia IT agar pelayanan publik di kantor i
berjalan dengan baik. Demikian juga faktor sarana IT sangat mendukung
kerja profesional aparatur pemerintah.(Wawancara Tanggal 25 Maret
2018).

Perkembangan teknologi inenjadi tuntutan aparatur pemerintah dalam
menjalankan .fugasnya yang profesional, karena di-zaman sekarang surat-
menyurat, sistem informasi data semuanya.sudah berbasis on lime, meskipun di
Kantpr Camat Pegasing beluin scpenuhnya demikian. Hal iniy. menjadi dilema
bagi aparatur pemenntah.dalam menjalankan tugas sehari-hari berhubungan
dengan pelayanan publik, karena di satu sisi perkeinbangan teknologi akan
meningkatkan kualitas pelayanan, karena segalanya menjadi lebih cepat,
mudah dan praktis. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi ini menuntut
aparatur harus menguasai [T, karena semua pekerjaan sangat tergantung
kepada IT, akan tetapi aparatur tidak semuanya mampu mengoperasikan IT

akibatmya pekerjaan menjadi lambat dan tidak praktis.
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Pendapat responden selaku masyarakat biasa mengunjungi  dan
mendapatkan pelayanan publik di Kantor Camat yaitu Bapak Zuikifli untuk
mengurus izin keramaian acara keluarga menyatakan bahwa “ pelayanan sudah
baik ramah, kami diarahkan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan, akan
tetapi pengaturan waktu masih belum optimal karena semestinya pekerjaan
dilaksanakan hitungan jam, malah jadi hitungan han dengan alasan pegawai
yang bagian penzingn fidak hadir, hanya pegawai tersebut yang
bertanggungjawab terhadap topgas tersebut”  (Wawancara Tanggal 25 Maret
2018). Hal ini menunjukkan bahwa resposifitas aparatur pemerintah dalam
melayani masyarakat belum optimal; karena seharusnya pekerjaan selesai cepat
terpaksa | menunggu beberapa hari. Realitas menunjukkan bahwa alasan
keterlambatan pengurusan imi terkait dengan salah saty aparatur yang tidak
hadir, akan tetapi karena aparatur ‘yang cuti adalah aparatur yang mampu
mengoperasikan komputer maka semuanya akan terkendala. Hal ini, juga
didukung oleh Tbu Aminah vang sedang.mengurus surat pengantar pasphor,
beliau menyatakan “ pelavanan aparatur Kantor Camat sudah baik mereka
membenkaninformasi sesuai dengan prosedur kerja, akan tetapi dalam
pengurusan lebih lanjut seringwsalah sehingga harus bolak-balik hal ini tentu
menggunakan waktu yang relatif lama”. (wawancara Tanggal 22 Maret 2018).

Berdasarkan beberapa jawaban responden di atas, maka pelayanan
aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sudah
baik, merecka mengarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

memberikau informasi yang tepat dan akurat dalam pengurusan, akan tetapi
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terkait dengan waktu belum efektif dan efesien, masyarakat Kurang puas
terhadap pelayanan karena harus menunggu beberapa hari dan informasi yang
diberikan tidak mengikuti perkembangan informasi dan berbagai instansi yang
terkait. Dengan demikian bearti aparatur pemerintab di Kantor Camat Pegasing
masih kurang responsif terhadap perkembangan teknologi, masih banyak
aparatur yang belum memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan
baik, hal mi tentu akan berpengaruh pada pelayanan publik. Semestinya
pekerjaan dapat disiapkan dalam™ hitungan jam akibat kurang profesional
dalam pekerjaan hal ini menjadi beberapa ham, hal ini tentu berhubungan
dengan jkemampuan iT yang dimiliki oleh aparatur. Namun, dalam
penyelesaian suatu pekerjaan sangat tergantung kepada aparatur yang memiliki
skill komputer.

Berdasarkan jawaban responden, maka dapat dinyatakan bahwa pelayanan
publik pada aspek responsif dapat dikategorikan rendah, karena aspek ini
berkaitan dengan kemampuan aparatur.mengikuti perkembangan baru, dalam
hal ini terjadi-perubahan pola sistem mmformasi data-secara manual menjadi on
line, dari fasilitas mesin ketik menjadi komputer, -aparatur belum sepenuhnya
mampu mengoperasikan komputer, sehingga semestinya aparatur mempercepat
pekerjaan akhirnya menjadi lambat, demikian juga dengan tuntutan peraturan
baru, bahwa aparatuf minimal memiliki pendidikan sarjana, kenyataannya
aparatur tidak mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tentu hal ini
berdampak pada penempatan jabatan dan pengembangan karir, mercka puas

dengan pendidikan dan jabatan yang mereka miliki.
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Pelayanan publik prima sebagaimana tercantung dalam visi di Kantor
Camat Pegasing, dapat diwnjudkan melalui peningkatan profesionalisme
aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dijelaskan oleh
Tjokrowinotono (1996: 193) bahwa profesionalisme tidak hanya cukup
dibentuk dan dipengarubi oleh keahlian dan pengetahuan agar aparat dapat
menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efesien, akan tetapi juga
dipengaruhi oleh filsafat birokrasi, struktur dan prosedur kerja dalam birokrasi.
Pendapat ini menunyukkan bahwd penmgkatan profesionalisme aparatur juga
berhubungan dengan birokrasi dalam menjalankan tugas masing-masing
aparatur, tidak selamanya harus berdasarkan jukilak atau juknis, aparatur harus
respon terhadap situasi pelayanan agar tidak kaku harus sesuai dengan juknis.
Hal ini, sesuai dengan pengalaman sehari-han apabila sitem kerja birokrasi
publik berdasarkan juklak atau juknis membuat aparat menjadi tidak responsif
serta tidak berperannya pemimpin sebagai pengarah (katalisator) dan
pemberdaya bagi bawahannya, (Siagiam:2000, 164). Hal ini, menunjukkan
bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi munculnya kreatifitas aparatur
pemerintah, “sebab bila kepemimpinan membenkan kewewenangan secara
penuh maka aparatur juga mendapat kepercayaan dan kesempatan berkreasi
sesuai dengan kemampuannya.

. Aspek Kreatif
Kreatif adalah salah satu sikap profesional yang harus dimiliki oleh
aparatur pemenintah dalam pelayanan publik, karena sebagai aparatur

pemerintah di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah memiliki
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kewajiban untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya secara
prima dengan prinsip mengutamakan kepentingan inasyarakat, aparatur
pemerintah harus tanggap dan cermat mengatasi masalah agar image
masyarakat terhadap pelayanan baik, dan upaya menciptakan model kerja
baru bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan
masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang profesionalisme
aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing terkait aspek kreatif, Bapak Camat
Pegasing menyatakan bahwa™ dapat saya katakan hanya sebagian kecil yang
kreatif mereka bekerja atas misiatifnya sendini tanpa harus diperintah dan
mereka berupaya imenyelesaikan pekerjaannya.lebih cepat dan target yang
ditentukan, namun sebagian besar mereka sangat tergantung perintah dari
atasan” (Wawancara tanggal 20 Maret 2018)

Berdasarkan jawaban Bapak Camat, maka keadaan aparatur pemerintah
di Kantor Camat Pegasing belum sepenuhnya profesional khusus bila ditinjau
dari aspek kreatif, masih banyak aparatur-yang kerjanya tergantung perintah
dari atasamy tidak ada upaya untuk menciptakansgagasan baru yang
memnudahkan..dan mempraktiskan 'tugas dan pekerjaan. Namun, dalam
mengahadapi berbagai permasalahan yang inuncul di Kantor para aparat
bermusyawarah mencari solusi yang tepat, meskipun di lnar kendali Bapak
Camat sepanjang tidak menyalahi aturan, sebab keberadaan Bapak Camat
sering tidak berada di tempat karena kepentingan tertentu, oleh karema itu
aparatur berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Dalam

hal ini, meskipun aparatur pemenintah belum memiliki inodel kerja baru dalam
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pelayanan publik, akan tetapi kemampuan aparatur dalam mepangani masalah
sangat baik, diawali dengan diskusi bersama aparatur yang memiliki job kerja
yang sama dan selanjutnya dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya,
Kasi pemenntah menyatakan tentang profesionalisme aparatur pemerintah
terkait aspek kreatif, beliau menyatakan bahwa:

Aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing kurang kreatif
dalam melaksanakan-tugasnya, aparatur melaksanakan tugasnya hanya
cenderung manual, karena tidak semua mampu mengoperasikan
komputer. Sebab, aparatur pemerintah di Kantor Camat pada umumnya
bertupas‘untmk menerbitkan pengantar surat, tentu untuk memudahkan
masyarakat maka setiap |aparatur kreatif menghadapi kebutuhan
masyarakat. Aparator menjalankan tugas dan fungsinya harus
berdasarkan perintah atasan, tidak ada upaya dari din sendiri untuk
membenabi pekerjaan menjadi-lebih baik, masyarakat kurang termotivasi
untuk meningkatkan kinerjanya, agar masyarakat yang berurusan mudah
dan cepat, sebagaimana visi Kantor yattu mewujudkan pelayanan prima,
sehingga masyarakat puas mepenma pelayanan aparatur pemerintah
karena pelayanan cepat dan tidak berbelit-belit. (Wawancara Tanggal 22
Maret 2018).

Beradasarkan  jawaban  térsebut, dapat diperhatikan bahwa
profesionalisme aparatur pemerintah pada aspek kreatif dapat dikategorikan
lemah karena aparatur bekerja memunpggu. perintah dan atasan, kurangnya
inisiatif sendiri untuk"memudahkan dansmenyederhanakan pekerjaan agar
pelayanan publik menjadilebih baik. Mereka kurang termotivasi untuk mencari
ide-ide baru guna menyederhznakan pekerjaan, mereka terpaku dengan pola
pekerjaan Jama dan merasa puas dengan pekerjaan yang ia lakukan, sulit
menerima perubahan. Hal ini, juga disampaikan oleh nara sumber lain tentang

kondisi kreatifisme aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing, yaitu Kasi

Kesejahteraan menyatakan baliwa:
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Pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat sangat baik,
tidak mengenal siapa dari mana semua dilayani dengan baik, hal ini
mungkin telah menjadi kebiasaan aparatur pemerintah dalam
menjalankan tugasnya, sesuai dengan motto kerja kamu Kepuasan adalah
kebanggan kami. Namun, pelayanan publik tidak sebatas melayani, lebih
menckankan kepada proses penyelesaian pekerjaan dengan kreatif.
Pekerjaan cepat selesai dan akurat, akan tetapi di sim masih
menggunakan pola lama, hanya dibebankan kepada aparatur yang
mampu mengoperasikan  komputer, tidak ada upaya melakukan
perubahan ke arah yang lebih cepat, jadi sikap kreatifnya tidak muncul,
segala urusan berpola manual, hal mi tentu akan memperlambat proses
pelayanan terhadap-kepentingan. masyarakat. Sementara, menyikapi
perkembangan sistem informasi pelayanan dapat dilakukan via on line,
sehingga .masyarakat cepat mendapatkan: kebutuhannya (wawancara
Tanggal25 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditegaskan bahwa aparatur
dalam menjalankan  tugasnya, sebagai pelayanan. publik mengutamakan
pelayanan prima, melayani siapapun yang datang berurusan tidak memandang
ras, suku dan sebagainya, meskipun dalam upaya percepatan penugurusan
kurang kreatif Karena, aparatur tidak semuanya mampu mengoperasikan
komputer, mereka menunggu aparatur yang berwewenang tidak ada inisiatif
unfuk mempercepat segala pekerjaan, Dengan kata lain, aparatur terpaku
dengan/ pola.-pengurusan lama, scmuanya serba manual. Sementara dalam
menyikapi perkembangan teknolopi yang semakin.canggih, masyarakat dapat
berurusan via on line, hal“ii akan mempercepat segala pekerjaan dan
menguntungkan baik kepada aparatur pemerintah maupun kepada masyarakat.

Hal i, senada dengan jawaban bapak Zulkifli bahwa “darn aspek
pelayanan kami sangat bangga, karena tidak ada perbedaan antara pejabat dan

rakyat biasa semua dilayani dengan baik” (wawancara Tanggal 25 Maret

2018). Hal ini, menunjukkan bahwa pelayanan yang dibenkan aparatur
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pemerintah telah sesuai dengan standar penilaian hanya saja dari aspek kreatif
masih lemah, mereka tetap memegang pola lama dalam menjalankan tugasnya.
Demikian juga jawaban Ibu Aminah bahwa “ kami puas dengan pelayanan
aparatur pemernintah kantor camat, karena kami dituntun dan diarahkan mulai
masuk kantor sampai selesai dan pegawainya ramah-ramah, peduli dengan
kami yang datang berurusan”(Wawancara Tanggal 22 Maret 2018).

Berbicara masalah kreanf, merupakan suatu sikap untuk menciptakan
sistem pelayanan publik yang berkualitas, vang sifanya praktis dan
memudahkan proses pelayanan masyarakat, misalnya selama mi pengurusan
adminisirasi-sécara pola.manual kini dapat.dijalankan secara on line. Kreatif ini
merupakan sebuah upaya aparatur untuk menciptakan situasi baru dalam
pelayanan publik, agar keluhan-keluhan masyarakat dapat tertangani dengan
baik, misalnya dalam pengurusan administrast vang diperlukan oleh
masyarakat, aparatur tidak bergantung kepada aparatur yang mahir komputer
saja, mereka kreatif . menyikapi permasalahan tersebut, inilah yang dikatakan
dengan-kreatif, sesuai deéngan pendapat (Musbikin; 2006:6) bahwa kreatifitas
adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan yang baru atau tak diduga
sebelumnya, kemampuan “memformulasikan konsep yang menarik untuk
dikembangkan. Pada intinya kreatifitas adalah kemampuan umum untuk
menciptakan sesuatu yang baru atau gagasan baru yang daopat diterapkan
dalam serta sebagai upaya melihat-hubungan-hubungan baru antara unsur-
unsur vang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, scbagai aparatur

pemerintah di Kantor Camat Pegasing diperiukan sikap kreatif dalam
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pelayanan publik, diantaranya adalah adanya sikap ingin menciptakan sesuatu
yang baru dalam memecahkan masalah, agar pelayanan menjadi lebih prima
sebapaimana visi kantor Camat Pegasing,

Pelayanan publik adalah tindakan yang diberikan oleb aparatur
pemerintah kepada pengguna layanan, apabila pelayanan yang didapatkan
masyarakat baik dan mereka merasa puas maka image Kantor camat ditengah-
tengah masyarakat.menjadi baik pula, sebaliknya apabila pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat kurang batk maka 1mage masyarakat terhadap
kantor tersebut pasti kurang baik pula, oleh karena itu setiap aparatur
pemerintahharus - profesional (alam bidangnya. Adapun, dasar aparatur
pemerintah harus  profesional sesuai dengan saran masyarakat bahwa
statement | pelayanan itu bisa selcsai dalam jangka wakto | (satu) hari, apabila
rekomendasi™ lengkap. Kast  Kepemerintahan menegaskan bahwa selaku
penanggung jawab pemberian rekomendasi bertujuan memudahkan
rekomendasl _apapunuyang dibutuhkaneweleh  masyarakat, akan hanya
berlangsung-1-(satu) hari dengan membawa surat keterangan dari pemerintahan
desa masing=masing. Kondisi |ini mendukung.pelayanan publik yang
berkualitas, artinya kualitas pelayanan puhlik bukanlah hal mudah terutama
yang bersifat jasa dan administratif, sebab pelayanan publik yang diberikan
aparatur adalah tolak ukur suatu negara, sebagaimana dikemukakan oleh
(Afrial, 2009:88) bahwa “kualitas pelayanan adalah perbandingan yang
diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya”. Pendapat ini

bermakna bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemermtah
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kepada masyarakat adalah tolak ukur kreatifitas aparatur dalam menjalankan
tugasnya, masyarakat akan memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan
berdasarkan perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang
diharapkan atas pelayanan tersebut. Dengan demikian ada perbandingan
aparatur yang memiliki kreatifitas tinggi dalam pekerjaannya, dengan aparatur
yang tidak kreatif.
3. Aspek Inovatif

Inovasi sebapal bentuk perwujudan dari kecakapan kreatifitas birokrasi
melalui respon yang ada dari perubahan lingkungan, dengan mengandalkan
kreatifitag jajaran birokrasi untuk menciptakan model kerja baru yang
bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan
masyarakat, 1de baru inilah yang dikatakan dengan inovasi. Hasil wawancara
penulis dengan nara sumber tentang profesionalisme pelayanan publik pada
aspek inovatif dapat dilihat pada uraian berikut. Bapak Camat Pegasing yaitu
Bapak Muslim menyatakan bahwa Bapakg€amat Pegasing bahwa:

Aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing sangat inovatif,
bila ditinjau darivindikator inovatif yang telah ditetapkan, karena
meskipumdengan keterbatasan 'sarana dan prasarana yang dimiliki kantor
camat Pegasing terutama  sarana_teknologi informatika, mereka tetap
profesional dalam pelayanan publik. Kondisi sarana yang dimiliki kantor
sangat minim sekall masih jauh dari standar mimimal kantor, baik dari
aspek fisik maupun mobilernya, namun mereka berinisiatif melayani
masyarakat dengan sepenuh hati, tidak mengecewakan masyarakat semua
kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan keperluannya, hal ini
terbukti tidak adanya pengaduan masyarakat sepanjang saya menjabat,
meskipun dari aspek waktu kadang-kadang kurang optinial, semestinya
dapat diselesaikan sehari dapat selesai berhari-hari bal ini juga ada

kaitannya dengan keterbatasan sarana, seperti komputer dan lain-lain.
{Wawancara Tanggal 20 Maret 2018).
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Jawaban responden di atas, menyatakan bahwa profesionalisme aparatur
pemerintah di Kantor Camat Pegasing pada aspek inovatif dapat dikategorkan
sangat tinggi, sebab meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang
dimiliki kantor baik aspek fisik maupun mobilernya masih jauh dari standar,
akan tetapi mereka tetap melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana
perannya sebagai pelayanan publik, mereka mendaya gunakan sumber daya
yang ada secara efektif dan efesien. Hal ini, dapat dibukiikan dengan kotak
saran pengaduan sepanjang tahun belum ada keluhan masyarakat. Sesuai
denpgan pendelegasian wewenang kepada masmg-masing aparatur pemerintah
maka pada wmumiya aparatur pemenntah menjalankan tugas dan tungsinya
tidak selama berdasarkan juknis, mereka tanggap dan peka terhadap keadaan
lingkunpan, sehingga mereka memiliki imisiatif untuk memudahkan dan
menyederhianakan pekerjaan. Misalnya, ketika pimpinan tidak ada mereka
mencari  sclusi” yang tepat agar masyarakat tidak kecewa dan untuk
memudahkan pengurusan pihak aparatur pemeriniah menyiapkan format-
format otertenty  agar proses [ebib’ cepat, sehingga. masyarakat tinggal
menmuliskan.data dan kepertuan.

Adapun fakta keterbatasan-sarana dan prasarana di Kantor Camat
Pegasing, ditinjau dari aspek | ketersediaan sarana komputer yang dapat
dioperasikan banya dua buah dan printer 2 buah, oleh karena itu mengatasi
permasalahan tersebut, aparatur menyiapkan blanko sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Keadaan ini memudahkan aparatur dalam menjalankan tugas,

pelayanan menjadi lebih baik dan masyarakat yang berurusan tidak menunggu
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lama. Demikian juga hasil wawancara penulis dengan Kasi Pemerintahan
tentang inovasi aparatur pemenntah Kantor Camat Pegasing menyatakan
bahwa:

Saya menjabat sebagai kasi pemerintah sudah 3 tahun, terkait
dengan profesionalisme aparatur pada aspek inovasi pelayanan publik
yang menonjol tidak ada, hanya penegasan dar atasan terhadap
pelayanan terhadap masyarakat agar lebih baik, sikap ramah terhadap
siapapun yang datang berurusan dan untuk memudahkan pekerjaan pihak
kantor camat membuat blanko sekomendasi yang diberikan kepada
kepala desa, jadi masyarakat yang berurusan membawa rekomendasi
dari kepala desa, pihak kantor tinggal menimdaklanjuti berdasarkan
rekomendasi tersebut, sehingea urusan menjadi lebih cepat dan lancar.
Hal i, bukanlah hal baru atau inovatif karena instansi lain juga
melaksanakan pelayanan yang demikian. (Wawancara Tanggal 22 Maret
2018).

Sesual dengan tugas dan fungsinya keberadaan Kantor Kecamatan
Pegasing masih sekedar tempat pemrosesan persyaratan administrahf saja
sedang proses penyelesaian akhir dam penerbitan terscbut merujuk kepada
kepentingan masyarakat, misalnya dalam pengurusan phaspor pihak kantor
camat hanya mengeluarkan rekomendasi keterangan, sedangkan penerbitannya
adalah kantor imigrasi, Demukian juga dengan pengurusan surat-surat lain,
seperti izin keramatan pihek’ kantor camat hanya mengeluarkan rekomendasi
sedangkan penerbitannya diserahkan kepada kepblisian seternpat. Oleh karena
itu, salah satu bentuk movasi uniuk wempermudah dan menyederhanakan
kebutuhan masyarakat pihak Kantor Camat menyediakan blangko sesuai
dengan kebutuhan yang dibenikan kepada Kepala kampung, jadi aparatur
pemenintah tinggal menindaklanjuti reckomendasi tersebut sesuai dengan

peruntukannnya. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasi Kesra, beliau

menyatakan bahwa:
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Pada wmumnya, aparatur yang ada merasa tertantang dengan
adanya perubahan pola administrasi, dari sistem manual ke sistem on

Iine, sehingga pengadministrasian menjadi lebih baik, sehingpa

pengarsipan dan penataan data akurat dan mudah didapatkan oleh

siapapun, misalnya penyimpanan file-file penting, oleh karena it
menurut pandangan saya aparaturnya sudah inovatif apabila diukur
dengan mdikator inovatif, yaitu menciptakan gagasan baru yang betujuan
memudahkan masyarakat dalam berurusan, namun pihak kantor kini
telah menggunakan sistem jaringan mformasi on line sesuai dengan

perkembangan teknologi.(Wawancara Tanggal 25 Maret 2018).

Dengan demikian, aparawr pemenntah di Kantor Camat Pegasing dapat
dikategorikan profesional baik dalam aspek imovasi, bal ini dapat dilibat dari
aspek administrasi; mereka telah memiliki pengarsipan sesuai dengan standar
pengeloiaan administrasi, data lebih akurat dan tepat semua berbasis on line,
namun pola mi mengalami kelamahan dimana akibat semua data berbasis on
line, jadi apabila sesorang membutuhkan data misalnya untuk mendapatkan
data profil kantor saja harus melibatkan beberapa personil, dan tidak ada dalam
bentuk print. Aspek inovasi ini terkait dengan gagasan baru yang bertujuan
memudahkan dan menyederhanakan pekerjaan, semestinya, mereka berinovasi
membuat file-file pengarsipan yang praktis dan-mudah dalam mencarinya jika
ada yang membutuhkanydemikian juga deagan pengarsipan surat masuk dan
keluar masih belum optimal. Inovasi'yang lebih jauh berupa penciptaan model
kerja baru seperti ‘imembuka situs” tentang informasi pelayanan Kantor
Kecamatan Pegasing, semua data tersedia dalam bentuk “on line” dalam hal
ini Kecamatan Pegasing telah memanfaatkan teknologi informasi, kini kantor
telah memiliki jaringan internet sendiri. Meskipun dengan keterbatasan sarana

dan prasarapa serta keterbatasan sumber daya yang professional, namun

mereka tetap mengikuti tuntutan perkembangan teknologi.
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Hal imi juga ditegaskan oleh Bapak Zulkifli salah satu masyarakat yang
mengurus izin Keramaian menyatakan bahwa” movasi aparatur pemerintah
masth karang, karena semetinya masalah-masalah izin kerainaian ini bukaniah
kebutuhan masyarakat baru, hampir setiap hari maka hendaknya pihak kantor
sudah memiliki format khusus, tinggal mengisi tanggal dan waktunya serta
kebutuhan, maka kami berurusan lebih cepat” (wawancara 25 Maret 2018)
Dengan deinikian, aspek novatif aparamr dapat dikategorikan masih kurang
karena hanya“mengurus surat izin keramalan masyarakat hamis menunggu
beberapa hari, hal ini dikarenakan tidak adanya inovasi aparatur untuk
membuat blangko khusus sesuai dengan keperluanmasyarekat, jadi masyarakat
tingga mengisi format dan lanpsung bisa diselesaikan tanpa harus menunda-
nunda. Jawaban lain tentang aspek inovatif aparatur di kantor camat Ibu
Aminah menyatakan bahwa “semwa urnsan menjadi lebih mudah jika
pekerjaan itu panpgilan hati, kami merasa puas atas pelayanan yang diberikan
aparatur, mereka famggap terhadap kebutwhan masyarakat, ramah dan
menerima. keluhan serfa 'memberikan solusi yang. obaik sesuai dengan
keperluannya”.(Wawancara Tanpggal 22 Maret 2018).

Berdasarkan beberapa‘wjawaban responden di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa profesionalisme pelayanan aparatur pemerintah dalam
pelayanan publik fepamya pada aspek inovatif dapat dikategorikan sangat baik,
karena meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki
kantor baik aspek fisik maupun mobiler akan telapi aparatur tetap berinisiatif

melayani kebutuhan masyarakat dengan prima, bal ini dibuktikan dengan tidak
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adanya pengaduan masyarakat baik langsung maupun melalni kotak saran
tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Kantor Camat
Pegasing. Meskipun aparatur pemerintah cenderung menganut pola lama dalam
menyelesaikan pekejaan, namun pihak kantor berupaya memberdayakan
sistern informasi secara on line, sehingga pihak kantor tidak ketinggalan
informasi mereka mengupayakan ketersediaan jaringan intemet,

Pelayanan publik dalam aspek inovatif.sedikit mengalami kelemahan
teutama dalam" penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan
keterbatasan sarana, namun wercka memiliki inisiatif mengatasi masalah
meskipum tidak ada punpinan sestiai dengan keteniuan-keientuan yang berlaku.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sangat prima sesuai dengan
misi kantor, karena tidak ada vang tidak dilayani, aparatur sangat respon
dengan masyarakat yang datang ke kantor dan manapun, dan melakukan
komunikasi dengan baik, tentu kondisi ini memang merupakan tuntutan
pekerjaan aparatur bukanhanya melepaskantanggungjawab, hanya saja sedikit
kelemahanigrkadang pembenan informasi kurang. deatail sehingga sering
terjadi masyarakat bolak-balik dalam. menyelesaikan  suatu  keburuhan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Thoha (1997:16) bahwa suatu organisasi yang
profesional dan modem berusaha untuk selalu berorientasi kepada pelanggan
{Publik) dan berusaha mendorong dgm menghargai kreatifitas bawahannya.

Berdasarkan, pendapat tersebut maka aparatur pemerintah Kantor Camat
Pegasing mengupayakan pelayanan yang berorientasi kepada publik, mereka

lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dengan berbagai upaya inovatif agar
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masyarakat mudah dan praktis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari
pengamatan penulis pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah dapat dikategorikan sudah profesional dalam pelayanan
masyarakat, karena dari berbagai aspek layanan telah tertangani dengan baik,
aparatur respon dengan publik dan cepat, tepat dalam menyelesaikan masalah.
Hanya saja, beberapa aparatur pemerintah sering menunda pekerjaan sehingga
menimbulkan image negatif dari masyarakat.

Sebagaimana yang di alami oleh masyarakat dalam pengurusan izin
keramaian, maka langkah yang ditempuh untuk mempercepat proses pelayanan
dirasakan sangatinembaniu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
cepat dan harga yang tetap terjangkau. aparatur pemerintah Kantor Camat
Pegasing kurang inovatif dalam menangani kebutuhan masyarakat, sebagai
solusi langkah nyata dan kepedulian Kantor Kecamatan Pegasing terhadap
kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat maka
ditempuhlah percepatan. proses penerbitan‘rekomendasi dari camat Pegasing.
Hal iniwtentu, menjadi ‘kelemahan' dalam pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat, karena aparatur pemerintah belum konsisten terhadap apa yang
telah menjadi komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang tepat
waktu.

2. Faktor-faktor yaﬁg Menghambat Profesionalisme Aparatur Pemerintah di
Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik aparatur

pemerintah kepada masyarakat, tentu setiap aparatur harus profesional dalam
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menjalankan tugasnya, dikatakan aparatur profesional jika aparatur respon
terhadap perubahan sistem informasi yang semakin maju, respon dengan
perubahan-perubahan  perundang-undangan, mereka bijaksana dalam
menangani permasalahan yang dihadapinya, agar masyarakat puas dengan
pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Aparatur yang profesional juga
ditunjukkan dengan sikap inovatif, yaitu memiliki ide-ide baru yang bertujuan
mempermudah pekerjaan dan menghemat pembiayaan. Kondisi, ini sangat
diharapkan ‘oleh instanst agar pelayanan cepat, tepat sesuai dengan
perunfukannya, namun tidak semua orang profesional dalam menjalankan
tugasnya, oleh karena. itu banyak, faktor yang menjadi- penghambat seseorang
unfuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan wawancara pemulis dengan nara sumber tentang faktor-
faktor yang menghambat ' profesionalisme aparatur pemerintah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pelayanan Bapak Camat
Pegasing mengatakambahwa:

Banyak faktoriyang menghambat profesiomalisme aparatur dalam
melaksanakan ‘pekerjagnnya, yangopaling utama tingkat pendidikan
pengalainan kerja. Sebab, perubahan sikap dan prilaku aparatur sangat
penting dalam upaya perubahan reformasi birokrasi. Semestinya adanya
kesadaran aparatur untuk selalu mengikuti perkembangan dunia luar
terutama perkembangan dmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini,
berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparatur melalui berbagai
kegiatan seperti pelatihan, penataran, studi bandmg dan lain-lain.
Demikian juga faktor motivasi aparatur untuk melakukan perubahan
sangat penting. Pengalaman pribadi saya, terjadi dampak positif terhadap
aparatur jika adanya motivasi kerja tinggi, dengan kata lain bekena itu
bukan sekedar melepaskan tanggungjawab akan tetapi panggilan hati,
maka mereka akan profesional dalam bekerja, mereka berupaya mencari

perubahan-perubahan yang sifatnya memudahkan dan menyederhanakan
pekerjaan. (Wawancara Tanggal 20 Maret 2018).



91

Dan jawaban Bapak Camat, jelas bahwa faktor utama yang menghambat
aparatur pemerintah untuk bersikap profesional adalah tingkat pendidikan dan
pengalaman kerja. Pengaruh tingkat pendidikan aparatur pemerintah terhadap
profesionatisme kerja dalam menjalankan tugasnya. Di zaman yang serba
teknologi ini, mereka masih ada yang belum mampu mengoperasikan
komputer, schingga pengalaman kerjanya juga hampir mendekati masa purna
tetap di kantor Camat Pegasmg.

Kondisi*lain, di Kantor Camat Pegasing pada umumnya aparaturnya
tamatan sckolah menengah atas tentu pengetahuan pelayanan publik tidak
diperolehnya melalui-pendidikan, thanya melalui- pelatihan-pelatihan hal ini
kurang optimal karena tidak mendasar, karena pelayanan publik itu sebuah
materi penting yang harus dimiliki setiap aparatur pemerintah, karena
pelayanan publik adalah bagian tugas dan kewajiban aparatur pemerintah.
Demikian juga dengan riwayat pckerjaan banyak karyawan yang pengalaman
kerjanya hanya di kantor.camat Pegasingséjak menjadi pegawai, akibatmya
motivasi kerja-seperti itu saja dari tahun-ke tahun tidak-ada penyegaran profesi
ke instansi lain;

Faktor komitmen terhadap, pekeérjaannya menjadi pemicu aparatur untuk
bekenja profesional, sebab komitmen terhadap pekerjaan paling penting dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban, karena komitmen adalah janji pada diri
kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Dengan
kata lain, komitmen adalah pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang berasal

dari watak yang keluar dani dalam diri seseorang. Oleh karena itu, setiap
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aparatur pemerintah harus komitmen terhadap tugas dan kewajibannya, mereka
bekerja atas kesadaran sendini bukan karena atasan dan lain-lain. Sikap
komitmen ini perlu disepakati antara pimpinan dengan aparatur pemerintah,
masing-masing aparatur pemerintah komitmen terhadap tugasnya, hal ini
merupakan funtutan pribadi yang harus dimiliki oleh setiap aparatur
pemerintah dalam menjalankan tgas dan fungsinya.

Faktor lain_yang menghambat profesionaliame aparatur pemerintah
dijelaskan oleh Bapak kasi Pemerintahan adalah “* faktor yang amat penting
agar sikap profesional aparatur meningkat ini sangat berhubungan dengan tipe
dan gaya kepemimpinan, kenyalaannya terjadi perubahan prilaku aparatur
sesual dengan pola kepemimpinan dan sn'ukfurnya”(Wawancara Tanggal 22
Maret 2018). Dani pengalaman penulis sebari-hari, juga menunjukkan bahwa
tipe dan gaya kepemimpinan akan mempengarmuhi kinerja aparatur, artinya
bagaimana pola pemimpin dalam mempenganih atau memberdayakan
bawahannya, tergamfung kompetensicoyang dimiliki  oleh pemimpin.
Kepemiinpinan sebagar bentuk dari-kemampuan scorang peminpm menjadi
agen perubahan yang mampu mempengaruhi perilakubawahan guna mencapai
tujuan  organisasi memerlukan " pendekatan-pendekatan  tertenta  untuk
melakukan dan mewujudkan itu. Kepemimpinan yang berperan sebagai agen
perubahan terhadap penlaku dan sikab bawahan yang pada akhimya
berdampak kepada peningkatan profesionalisme aparatur dalam bekerja.

Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu

memerankan diri sebagai aktor yang berpengaruh bagi bawahan dalam hal
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peningkatakan prestasi ketja seperti membenkan ruang bagi bawahan untuk
melakukan inovasi dan memberikan kewenangan kepada bawahan unfuk
menjadi lebih bertanggung jawab dan dapat menjadi contoh bagi bawahan
dalam prestasi dan perilaku, kepemimpinan yang bijak adalah yang mampu
mensejahterakan bawahannya bukan menyengsarakan, pemimpin yang tidak
merasa pandai akan tetapl pemimpin yang pandai merasakan sehingga terjalin
keharmomisan antara-atasan dengan bawahan, hal ini akan mendukung aparatur
pemerintah mengembangkan kapasitasnya.

Selanjutmya pendekatan informal, yaitu pendekatan yang tidak diatur
dalam aturantetapi-lebil - merupakan inisiatif - pimpinan puncak untuk
mendekatkan dan mendengarkan langsung pendapat dan saran bawahan
tentang peningkatkan kerja pada organisasi Kantor Kecamatan Pegasing.
Selain itu juga bertujuan wntuk lebih mendekatkan din kepada bawahan secara
emosional dengan menanyakan keadaan keluarga maupun anak. Pendekatan
informal tersebut dirasakan sangat efektif terutama dalam memotivasi bawahan
dan mengubah_sikap sungkan dan -bawahan, jadi-pmlaku aparatur yang
demikian juga.akan menghambat aparatur bersikap.profesional, sebab sikap
profesional seseorang tidak hamya dilihat dari pekerjaannya akan tetapi juga
dilihat dari sikapnya sehari-hari yaitu memiliki loyalitas yang tinggi.

Selanjutnya, Bapak Kasi Kesra menyatakan bahwa faktor yang
menghambat aparatur bersikap profesional adalah:

Kurangnya dukungan berupa pembiayaan kepada aparatur untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kondisi

akan membatasi aparatur yang memiliki keshlian untuk mencover
seluruh pekerjaan, akibatnya pekerjaan hanya dikerjakan oleh aparatur
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yang memmiliki Kkeahlian khusus. Sistem pemberian intensif juga
memotivasi aparatur untuk meningkatkan kinerjanya, sebab apabila tidak
diterapkan sistem ini maka aparatur tidak termotivasi untuk bersikap
profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya scbagai pelayanan
publik, oleh karena itu pemghargaan sangat penting diberikan kepada
aparatur yang profesional tiodak harus dalam bentuk matenal, promosi
jabatan juga akan memotivasi aparatur untuk profesional.

Berdasarkan jawaban tersebut, maka faktor pendidikan merupakan kunci
utama aparatur bekerja profesiopalisme, karena jika mereka berpendidikan
lebih tinggi tentu pengalaman, wawasan dan pengetahuan akan menjadi lebih
banyzk, oleh karena itu hendaknya kepada aturan peka terhadap perubahan-
perubahan aturan. Selanjutuya, pemberian insentif tidak semata-mata diukur
dengan mupiah, penghargaan  dan_ promosi_jabatan-jabatan juga akan
memotivasi aparatur pemenntah bersikap profesional. Pemberian insentif
merupakan trik jitu agar aparatur pemernntah termotivasi meningkatkan
profesionalismenya  sesuar dengan tupoksinya. Sebab, dinamika dan
kompleksitas persoalan aparatur pemerintah, akan mempengaruhi sikap
profesional, artinya'sikap profesional akan muncul apabila aparatur tidak lagi
memikirkan _uang tambahan untuk kehutuhan kelvarganya, dengan demikian
insenfif “yang diberikan berpedoman pada prinsip.semakin tinggi kinerja
seorang aparatur maka semakin tmgpi pula intensif yang diperolehnya.
Intensif, tidah harus dalam bentuk financial melainkan berupa penghargaan
dan pemberian rasa tanggungjawab. Seorang aparafur yang kerjanya baik dan
‘bertanggungjawab dalam kerjanya maka pimpinan akan membenkan
tanggungjawab yang lebih besar lagi, aparat yang seperti mni akan

dipromosikan untuk menduduki jabatan pilihan berbeda dengan aparatur yang
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tidak profesional. Jadi, intensif mempengaruhi sikap profesional aparatur
dalam bekerja, karena aparatur juga menginginkan pengakuan dari
lingkungannya kerjanya atau eksistensinya, promosi jabatan yang lebih tinggi
serta kesempatan untuk melanjutkan studi pendidikan.

Untuk menciptakan sistem intensif dipengaruhi oleh lingkungan kerja
yang kondusif, oleh karena itu, iklim kerja y.ang kondusif sangat menunjang
terbentuknya aparatur’ pemernntah yang profesional, hal ini tentu sebagai
pemimpin harus™ ‘memahami  motivast kerja  aparatur secara umum,
menempatkan seseorang diposisi yang tepat sesuai dengan potensi
kemampuannya. Iklim kondustt juga dipengaruhi oleh sikap pemimpin yang
paternalistis, yaitu kepala sekolah merasa paling menentukan atau paling
berkuasa dalam pengambilan keputusan, jika kondisi ini terjadi pada sebuah
instannsi tenfn akan menekan  aparatur untuk mengembangkan potensinya,
dengan kata lain sikap pemtmpin yang diharapkan menghargai pekerjaan
bawahan meskipun sedikit kesalahan, pemimpin yang diharapkan mampu
memberdayakan bawahannnya agar aparat mendapat-perhatian khusus dalam
bekerja, hal“im, baik dalam bentuk pendekatan formal maupun pendekatan
informal.

Demikian juga dijelaskan oleh Bapak Zulkifli, bahwa faktor yang
menghambat profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik adalah
“Berdasarkan pengamatan saya faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap
profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan adalah karena tingkat

pendidikan, menurut hemat saya semakin tinggi pendidikan aparatur maka
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semakin bagus pelayanannya karena mereka memahami pelayanan prima
terhadap masyarakat”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, juga dibenarkan
oleh Ibu Aminah dimana “apabila aparatur memiliki pendidikan yang lebih
tinggi tentu imunya semakin tinggi, tentu semakin protesional dalam
melaksanakan pekerjaannya”. Berdasarkan jawaban terscbut, maka pendidikan
sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing, dimana dengan pendidikan yang
tinggi mereka iebih mengetahui sistem pelayanan publik sesuai dengan standar
pelayanan minimal. Demikian juga dengan iklim kondusif akan terbentuk jika
aparatur memeliki_pengetabuan_yang lebib tinggi. lklim kerja yang kondusif
sangat menentukan kenyamanan aparatur pemerintah untuk bekerja
profesional, Termasuk trik-tnik vang dilakukan oleh suatu organisasi dengan
harapan karyawan lebih energik dan profesional dalam bekerja, seperti halnya
di Kantor Camat Pegasing, reward yang dibenikan berupa penghargaan atau
kompensasi “kepadamanggota organisasi terutama kepada pegawal yang
berprestasi-akan mendapatkan insentif baik finansial maupun non finansial. Hal
tersebut dilakukan oleh organisasi adalah untuk memetivasi pegawai yang
berprestasi tersebut untuk Iebih produktif lagi dan memotivasi pegawai lain
untuk berkompetisi secara positif bagi peningkatan produktifitas organisasi.
Selanjutnya, aspek funisment juga harus ditegakkan agar aparatur pemerintah
disiplin dalam menjalankan tugasnya. Adapun bentuk funisment yang telah
dilaksanakan di kantor camat Pegasing, antara lain penundaan kenaikan

pangkat dan tidak mendapatkan peluang untuk menduduki jabatan tertentu.
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C. Pembahasan

Penelitian ini tentang profesionalisme aparatur pemerintah dalam
pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dengan
tujuan untuk mengetahui profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan
publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui
faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur pemerintah dalam
meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayanan publik. Profesionalisme
merupakan persyaratan mutlak untuk mewupdkan  good govermance.
Profesionalisme dapat diukur melalui kerja keras aparatur mencar peluang-
peluang baik-untuk-meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik,
mereka patuh terhadap aturan, melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur.

Profesionalisme juga dikatakan cerminan keterampilan dan keahlian
aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, profesional secara sederhana
dikatakan keandalan aparatur menanggapi permasalahan yang muncul baik
secara internal maupun ‘ekstemal, mereka yang profesional juga kreatif dalam
menyelesaikanimasalah, tidak menungen penintab..dam atasan langsung
mengerjakan pekejaan dengan imisiatif dan beromentasi képada pelayanan
publik yang prima.
1. Profesionalisme Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan Publik di

Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan verifikasi data dan beberapa responden yang telah

dilakukan wawancara langsung, maka dapat diberikan batasan bahwa kondisi

pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah di Kantor Camat
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Pegasing Kabupaten Aceh Tenpah secara umum dapat dikatakan belum
profesionalisme, karena dan jawaban responden masih banyak kelemahan-
kelamahan aparatur pemerintah dalam menjalankan fugasnya sebagai
pelayanan publik.

Responsif

Pelayanan publik yang profesional hendaknya responsif, sesuai dengan

indikator responsifitas aparatur pemerintah sebagai pelayanan publik dikantor

camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatégorikan kurang responsif,
hal ini sespai dengan kenyataan d: lapangan dapat dilihat pada uraian berikunt:

a. Kemampnan aparatur kantor (Jamat Pegasing dalam mengantisipasi dan
menghadapi  aspirasi baru, perkembangan bamu, tuntutan bam, dan
pengetahuan baru sangat rendah, banyak aparatur yang pasrah dengan
kemampuan yang ada tidak ada ‘inisiatif mengembangkan kompetensinya,
meski mereka “terjerat aturan harus berpendidikan yang lebih tinggi akan
tetapi mereka tidak“respon, sehinggarkendisi nil masih banyak aparatur
yang ‘belum. mampu mengoperasikan komputer~sebagai bentuk peka
terhadap‘perkembangan dunia teknologi.

b. Birokrasi aparatur di Kantor Camat Pegasing sangat lambat merespon
perkembangan sistem informasi manajemen, sehingga sedikit tertingpal
dibandingkan dengan instansi lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
hal ini dapat indikasikan masih minimnya sarana dan prasarana yang
memadai, akibatmya aparatur kurang respon terhadap aturan-aturan baru

yang berlaku di perkantoran,



¢. Aparatur pemerintah kantor camat Pegasing dapat dikategorikan
responsifitasnya rendah dalam mengikuti arus global yang sesuai dengan
perkembangan teknologi dan tuntutan baru misalnya tingkat pendidikan,
artinya aparatur tidak ada upaya pengembangan diri dalam menjalankan
fugas, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun dengan aktifitas gemar
membaca informasi.

Secara teori, aparatur yang profesionalismenya tinggi adalah aparatur
pemerintah yang memiliki sikap responsifitas tinggi terhadap pelayanan
publik, tanggap dengan perubahan-perubahan sistem pemerintahan, seperti
kenyataan, saat - ini-dalam menghadapi perkembangan - teknologi  semakin
canggih agar tidak ketinggalan zaman, tentu semua aparatur harus mampu
mengoperasikan komputer dengan mahir, akan tetapi masih banyak aparatur
pemernintah yang bersifat apatis terhadap tuntutan i, mereka pasrah dengan
kemampuan vang ada tidak ada upaya meningkatkan kapasitas dirinya.
Sehingga kondisi im“banyak aparatur yang kehilangan pekerjaan karena
didominasi-oleh, aparatur yang mahir-menggunakan.teknologi, hal ini tentu
herhubungan dengan insentif baik dalam bentuk uang manpun dalam bentuk
promosi jabatan tidak akan mendapatrkesempatan yang baik.

Berdasarkan fenomena di lapangan, atasan akan memberikan
tanggungjawab  kepada  aparatur-aparatur yang mampu mengikuti
perkembangan sistem informasi, sehingga mereka berupaya bekerja lebih
profesional selain kualitas kerjanya batk juga efesiensi waktu. Biasanya,

sebagai atasan memiliki pemlatan terhadap etos kerja bawahannya, sehingga
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kepada aparatur yang loyalitas kerjanya baik pasti akan dipromosikan
menduduki jabatan tertentu. Namun, di sisi lain kemajuan teknologi ini akan
memudahkan pelayanan masyarakat seswai dengan kebutuhannnya, karena
prosesnya cepat, mudah dan praktis akan tetapi apabila aparatnya tidak respon
terhadap perubahan tersebut maka masih sering terjadi keterlabatan pelayanan
publik akibat aparatur yang mampu mengoperasikan komputer terbatas,
demikian juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung
tercapainya profesionalisme aparatur meningkat,

Responsibilitas publik pada hakikatmya merupakan standar profesional
yang harus. dicapai/dilaksanakan .aparatuipemernintah dalam memberikan
pelayanan dengan daya tanggap yang tmggi sesuai aspirasi masyarakat secara
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tfugasnya, akan meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan memeprkecil permasalahan yang akan terjadi
pada saat melaksanakan pekerjaan. Responsibilitas mengedepankan sikap peka
terhadap lingkungan,~baik lingkungan intemal maupun eksternal sehingga
dengan adanya sikap ini, pelayanan begjalan lancar dan eepat serta profesional
sesual dengan kebermanfaatannya, (Adam Idns, Dosen Program Magister [imu
Administrasi Negara Universitas Mulawarman).

Inovatif
Berdasarkan indikator inovatif aparatur kantor camat Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah dapat dikategorikan sangat inovatif, karena hasil penelitian

menunjukkan bahwa:
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a. Aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing telah memiliki inovasi yang
luar biasa, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana terutama dalam
menyikapi sistem informasi manajemen yang semakin canggih, namun
mereka berinisiatif menyediakan blangko-blanko khusus sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif
dan efesien. Hal ini, bertujuan agar penyelesaian pekerjaan lebih cepat dan
akurat data yang dibutuhkan, sehingga masyarakat pengguna layanan tidak
bolak-balik hanya untuk menerbitkan suatu surat pengantar.

b. Aparatur memiliki movasi meminimalkan pembiayaan, misalnya dalam
penganiaran, surai-inenyurat kini telah menggunakai.imedia sosial semua
berlangsung lebih cepat dan praktis. Hal ini, telah berjalan dengan lancar di
Kantor ‘Camat Pegasing, apalagi han imi telah berkembang whatsapp,
sehingga ‘untuk mengundang pada kegiatan tertentu cukup dengan
komunikasi whatsapp, sehingga kondisi ini sebagai upaya penghematan
biaya dan wakfu.

¢. Kondisimaparatur pemerintah di Kantor camat, Pegasing, meski tidak
menemukan.ide baru untuk memudahkan dan melancarkan segala bentuk
urusan minimal memodifikasi cara lain agar masyarakat pengguna layanan
lebih cepat dan tepat, misalnya dengan menyiapkan format-format blangko
khusus diberikan kepada kepala desa, sehingga masyarakat yang berurusan
cukup membawa rekomendasi tersebut, hal ini tentu akan niemudahkan

pekerjaan aparatur. masyarakat untuk Aparatur yang inovatif selalu
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berusaha mencan cara atau metode baru yang mampu memudahkan proses
pelayanan publik, agar pihak pengguna Jayanan puas dan tidak mengeluh

Berdasarkan indikator di atas, maka aparatur pemerintah dikantor Camat
Pegasing dapat dikategorikan sangat movatif dalam menjalankan tugasnya
sebagai pelayanan publik, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana
kantor baik fisik maupun mobiler, namun mercka berinisiatif melayani
masyarakat dengan_seépenuh hati, tidak mengecewakan masyarakat semua
kebutuhan masvarakat terpenuhi sesual dengan keperluannya, hal ini terbukti
tidak adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan
oleh pihak kantor Camat Pegasing. Aparatur fidak  selamanya bekerja
berdasarkan juknis, mereka tanggap dan peka terhadap keadaan lingkungan,
sehingga mereka memiliki inisiatif untuk memudahkan dan menyederhanakan
pekenaan. Misalnya, ketika pimpinan tidak ada mereka mencan solusi yang
tepat agar masyarakat tidak kecewa dan untuk memudahkan pengurusan pihak
aparatur pemerintahmenyiapkan formai-format tertentu agar proses lebth
cepat, sehingga masyarakat tinggal menuliskan data dan keperluan. Oleh
karena “itug.-.salah satu bentuk inovasi untuk-omempermudah dan
menyederhanakan kebufuhan masyarakat pihak Kantor Camat menyediakan
biangko sesuai dgngan kebutuhan yang diberikan kepada Kepala kampung, jadi
aparatur pemerintah tinggal menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai

dengan penuntukannmya.
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Kreatif

Sesuai dengan indikator kreatif, maka profesionalsme aparatur pemerintah
ditinjau dari aspek kreatif dapat dikategorikan cukup baik, karena berdasarkan
temuan di lapangan tidak semua indikator kreatif terpenuhi, lebih jelasnya
dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Masih banyak aparatur yang tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi
permasalahan pelayanan publik secara kreatif, mercka menunggu perintah
dari atasan ‘untuk mengerjakan snatu pekerjaﬁn, mereka juga banyak yang
bekerja dengan pola lama dengan sistems informasi manual, sehingga setiap
urusan ienjadi iambat serta sistem pengarsipan kuﬁmg efektif,

b. Masih' banyak aparatur yang kaku dalam bekema, mereka berpatokan
kepada peraturan-peraturan schingga menunggu perintah dari atasan, hanya
sebagian kecil aparatur yang memihkt loyalitas kérja yang tinggi, aparatur
yang demikian bekerja kreatif tidak selama berdasrkan aturan ada saatnya
unsur kreatif perly dimunculkan agar pelayanan masyarakat berjalan lancar.

¢. Hanyaaparatur yang memiliki keahlian khusus_yangkreatif, mereka selaln
berupayassuntuk mencari ide baru dan konsép baru serta menerapkannya
dalam kehidupan sehari-harighalani bertujuan agar pelayanan publik sesuai
dengan visi dan misi kantor, yaitu mengutamakan pelayanan masyarakat.

d. Kondisi aparatur peme_ﬁntah di Kantor Camat Pegﬁsing selalu berupaya
mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan melakukan berbagai cara
sepanjang tidak menyalahi peraturan dan prosedur kerja yang mudah dan

sederhana, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk seinua aparatur, karena
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sebagian besar aparatur kurang mampu mengoperasikan komputer sehingga
kebutuhan masyarakat harus menunggu aparatur yang ahli.

Aspek kreatif dalam pelayanan publik sebagai aparatur pemerintah di
Kantor Camat Pegasmg Kabupaten Aceh Tengah dapat dikategorikan cukup
baik dalam melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya secara prima
dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat, akan tetapi sebagian
kecil yang kreatif mereka bekerja atas vinisiatifnya sendii tanpa harus
diperintah dan mereka berupaya menyelesatkan pekerjaannya lebih cepat dari
target yang ditentukan, namun sebagian besar mercka sangat tergantung
perintah-dan-atasan. Meskipun, aparatur pemenniah-belum memiliki model
kerja baru dalam pelayanan publik, akan tetapi kemampuan aparatur dalam
menangani masalah sangat baik, diawali dengan diskusi dan selanjutnya
dilaksanakan secara bersama-sama. pelayanan aparatur pemenntah terhadap
masyarakat sangat balk, fidak mengenal siapa dan mana semua dilayani
dengan baik, hal iminmungkin telah menjadi kebiasaan aparatur pemenntah,
sesuaidengan motto kerjakami kepuasan adalah kebanggan kami.

. Faktor-faktor yang Menghamhbat Profesionalisme Aparatur Pemerintah
dalam Pelayanan Publik disKantor Camat Pegasing

Pelayanan publik adalah tindakan yang diberikan oleh aparatur
pemerintah kepada pengguna layanan, apabila pelayanan yang didapatkan
masyarakat baik dan mereka merasa puas maka image Kantor camat ditengah-
tengah masyarakat baik schaliknya apabila pelayanan yang dibenkan kepada

masyarakat kurang baik maka image masyarakat terhadap kantor tersebut pasti
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kurang baik pula, oleh karena itu setiap aparatur pemerintah harus profesional
dalam bidangnya. Banyak faktor yang menghambat profesionalisine aparatur
pemerintah dalam menjalankan tugasnya di Kantor Camat Pegasing,
diantaranya karena pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, secara
logika jika pendidikan tinggi dan pengalaman kerja yang luas tentu akan
memotivasi aparatur untuk melakukan pekerjaan yang profesional.

Selanjutnya, rendahnya komitmen aparatur terhadap pekerjaan, schingga
mercka bekerja bukan karena panggilen hati, melainkan hanya sebagai beban
pekerjaan. Komitmen penting dalam melaksanakan tugas dan kewajiban,
karena komitmen-adalah janji pada dini kita sendiri-atau pada orang lain yang
tercermin dalam tindakan aparatur sehari-han dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaannya. Dengan kata lain, komitmen adalah pengakuan seutuhnya,
sebagal sikap yang berasal dari watak dar dalam din sescorang. Oleh karena
itu, setiap aparatur pemerintah harus memilikt komitmen yang tinggi terhadap
tugas dan kewajibannya, mereka bekerjatatas kesadaran sendin bukan karena
atasap danlain-lain.

Faktor.lain, adalah kurangnya ketersediaan-sarana dan prasarana yang
memadai, sehab dengan semakin berkembangnya zaman, maka pelayanan
kepada masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan hal tersehut. Oleh
karena itu sangat diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai
pendukung pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk penyedisan sarana

teknologi komunikasi dan informatika. (Theresia C. Tamboyang, 2016).
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Selanjutnya, tipe dan gaya kepemimpman serta struktur organisasinya
juga menjadi penghambat bagi aparatur profesional menjalankan tugasnya,
sebab, pola pemimpin dalam mempenganihi atau memberdayakan bawahannya,
tergantung kompetensi yang dimiliki oleh pemimpm. Tipe dan gaya
kepemimpinan akan mempengaruhi, iklim kerja yang kondusif, oleh karena itu
tugas yang paling berat bagi seorang pemimpin adalah mampu beradaptasi
dengan aparatur, mereka harus memahami motivasi kerja aparatur secara
umum, demikian juga dalam menempatkan seorang aparatur harus pada
diposisi yang tepat sesuai dengan potensi kemampuannya. Artinya, iklim kerja
yang kondusif sangat-menentukan kenyamapan aparatur pemerintah untuk
bekerja profesional. Afrial (2009) menyatakan bahwa “kepemimpinan sangat
diperlukan’ dalam setiap organisasi, peran pemimpin sebagai pengarah dan
memiliki jiwa dan pandangan visioner sangat diperlukan”. Oleh karena itu,
sebagai pemimpin  sangat berperan dalam meningkatkan profesionalisme
aparatur, misalnya terkait.dengan pencntuan‘kebijakan-kebijakan baru dalam
menghadapiw.perkembangany dunia| steknologi. Sikap= pemimpm dalam
mewujudkan aparatur pemerintan yang responsif, inovatif dan kreatif perlu
terbuka apar aparatur lebih temnotivasi mengembangkan profesionalismenya
dalam menjalankan tugas, hal ini bertujuan agar bawahan tidak enggan
mengeluarkan ide-ide baru guna meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor
Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Permasalahan iklim kerja yang tidak kondusif juga dapat dilibat dani

penempatan aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi
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pendidikannya, tentu hal ini akan mengakibatkan rendahnya profesionalisme
aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sehari-hari,
Pemberian reward merupakan hal yang dapat memotivasi seseorang untuk
bekerja keras dan berprestasi untuk mendapatkan penghargaan yang layak bagi
dinnya dan keluarganya serta kepuasan kerja, namun rendahnya responsibilitas
dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran birokrasi Kantor Camat Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah sehingga penghargaan tersébut belum muncul, artinya
prestasi yang ‘diperoleh aparatur ‘belum tentu seﬁagai syarat mendapatkan
jabatan tertentu. Teon penghargasn dikemukakan oleh Simamora (2004:514)
menyatakan. bahwa.“penghargaan. merupakan insentif. vang mengaitkan
bayaran atas dasar untuk memngkatkan produktifitas karyawan guna mencapai
keunggulan yang kompetitif®. Kutipan ini menegaskan bahwa penghargaan
akan muncul ‘apabila pekerjaan tersebut memberikan tahtangan menarik, puas
atas pekerjaan, schingga mereka akan termotivasi menjalankan tugas secara
profesionalisme. Penghargaan tersebut .dapat berupa [inansial atau non

finansialyseperti promosi jabatan.



BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
BAB IV dengan judul profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan
publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, maka peneliti
menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayenan publik di Kantor
Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dapat dikategorikan berdasarkan
indikator-indikator profesionalisme yang telah ditentukan:

Indikator Responsit_dapat dikategorikan belum profesional, sebab:

a. Kemampuan aparatur kantor Camat Pegasing dalam mengantisipasi dan
menghddapi aspirasi baru sangat réndah, banyak aparatur yang pasrah
dengan kemampuan yang ada tidak ada uusiatif mengembangkan
kompetensinya;. schingea kondisi_rpith masth banyak aparatur yang
helum mampu mengoperasikan komputer sebagai bentuk peka terhadap
perkembangan‘dunia tcknologi.

b. Birokrasi aparatur di Kantor Camat Pegasing sangat lambat merespon
perkembangan sistemn informasi manajemen, sehingga sedikit tertinggal
dibandingkan dengan instaﬁsi lain dalam menjalankan tugas dan
fungsmya, hal mi dapat indikasikan masih minimnya sarana dan
prasarana yang memadai, akibatnya aparatur kurang respon terhadap

aturan-aturan baru yang berlaku di perkantoran.
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c. Aparatur pemerintah kantor camat Pegasing dapat dikategorikan
responsifitasnya rendah dalam mengikuti arus global yang sesuai
dengan perkembangan teknologi, artinya tidak ada upaya
pengembangan din dalam menjalankan tugas, baik melalui pendidikan,
pelatihan maupun dengan aktifitas gemar membaca informasi.

Indikator [novatif dapat dikategorikan sangat inovatif, karena:

a. Aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing telah memiliki inovasi
vang Inar biasa, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana
terutama dalam menyikapi sistem informasi manajemen yang semakin
canggih,namunneieka bernisiatif menyediakan blangko-blanko
khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar pelayanan terhadap
masyarakat lebih efektif dan efesien.

b. Aparatar memiliki movasi meminimalkan pembiayaan, misalnya dalam
pengantaran surat-menyurat | kini telah menggunakan media sosial
semua berlangsung lebih cepat _dan~praktis. Hal ini, telah berjalan
dengan lancar i Kantor Camat Pegasing, .apalagi hani ini telah
berkembang whatsapp, sehingga untuk mengundang pada kegiatan
tertentu cukup denganm. kommnikasi whatsapp, sehingga kondisi ini
sebagai upaya penghematan biaya dan waktu.

c. Kondisi aparatur pemerintah di kantor camat Pegasing, meski tidak
menemukan ide baru untuk memudahkan dan melancarkan segala
bentuk urusan minimal memodifikasi cara lain agar masyarakat

pengguna layanan lebih cepat dan tepat, misalnya dengan menyiapkan
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format-format blangko khusus diberikan kepada kepala desa, sehingga
masyarakat yang berurusan cukup membawa rekomnendasi dan desa.
Kreatif dapat dikategorikan cukup, karena berdasarkan jawaban
responden hidak semua aparatur yang kreatif.

a. Masih banyak aparatur yang tidak memiliki kemampuan untuk
menghadapi permasalahan pelayanan publik secara kreatif, mereka
menunggu perintah dan atasan untuk.mengerjakan suatu pekerjaan,
mereka’juga bekerja dengan pola lama, sehingga setiap unusan menjadi
lambat serta sistem pengarsipan kurang efektif.

b. Masili banyak aparatur yang kaku dalam bekerja, mereka berpatokan
kepada peraturan-peraturan sehingga menunggu perintah dan atasan,
hanya sebagian kecil aparatur yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi,
aparatur yang demikian bekerja kreatit fidak selama berdasrkan aturan
ada saatnya  unsur kyeafif perlu dimunculkan agar pelayanan
masyarakat beérjalan lancar.

¢. Hanya apamtur yang -memiliki keahlian khusus..yang kreatif, mereka
selalu berupaya untuk mencan ide baru,dan konsep baru serta
menerapkannya dalamekehidupan sehan-hari, hal ini bertujuan agar
pelayanan publik sesuai dengan visi dan 1nisi kantor, yaitu
mengutamakan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

d. Kondisi aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing selalu berupaya
mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan melakukan berbagai cara

sepanjang tidak menyalahi peraturan dan prosedur kerja yang mudah
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dan sederhana, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk semua aparatur,
karena sebagian besar aparatur kurang mampu mengoperasikan
komputer sehingga kebutuhan masyarakat harus menunggu aparatur

yang ahli.

2. Faktor yang menghambat aparatur pemenntah di Kantor Camat Pegasing

untuk mengembangkan sikap profesionalisme dalam pelayanan publik

diantaranya:

1.

Rendahnya tmgkat pendidikan apamatur pemerintah di Kantor Camat
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, secara logika jika pendidikan tinggi
dan pengalaman kerja yang luas tentu akan memeolivasi aparatur untuk
melakukan pekerjaan yang profesional,

Rendahnya Kkomitmen aparatur terhadap pekerjaan, mereka
melaksanakan tugas bukan karena pangglan hati. Komitmen penting
dalam melaksanakan tugas dan kewajiben, karena komitmen adalah
janji pada diri‘kita_sendiri atau padaorang lain yang tercermin dalan

undakan sehari-hariigalam melaksanakan pekerjaan:

. Ketersediaan sarana dan prasarana kurang.memadai; sebab dengan

semakin berkembangnya zaman, maka pelayanan kepada masyarakat
akan semakin meningkat seiring dengan hal tersebut. Oleh karena itu
sangat diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai pendukung
pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk penyediaan sarana

teknologi komunikasi dan informatika.
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B. Saran
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Tipe dan gaya kepemimpinan serta struktur organisasinya juga menjadi
penghambat bagi aparatur profesional menjalankan tugasnya, sebab,
pola pemimpin dalam mempengaruhi atau memberdayakan

bawahannya, tergantung kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin.

. Iklim kerja yang tidak kondusif juga dapat mempengaruhi

profesionalisme aparatur menjalankan tugasnya, dilihat dan
penempatan aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi
pendidikannya, tentu hal 1m akan mengakibatkan rendahnya
profesionalisme aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan
pekerjaannya sehari-hari,

Pemberian reward merupakan hal yang dapat menotivasi seseorang
unfuk bekera keras dan berprestasi untuk mendapatkan penghargaan
yang layak bagi dirmya dan 'keluarganya serta kepuasan kerja, namun
rendahnya responsibilitas dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran
birokrasi Kantor. Camat Pepasing Kabupaten Aceh Tengah sehingga
penghargaan tersebit belum muneul, artinya prestasi yang diperoleh

aparatur belum tentu sebagai syarat mendapatkan jabatan tertentu.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran adalah sebagai

berikut:

1. Profesionalisme adalah cerminan kemampuan aparatur dalam menjalankan

tugasnya, profesionalisme tidak hanya ditunjukkan dani kualitas pekerjaan

akan tetapi juga dilihat dari prilaku seseorang yang profesional biasanya
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memiliki loyalitas yang tinggi, komitmen terhadap pekerjaannya dan
memiliki etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sikap
profesionalisme seorang aparatur perlu mengikuti berbagaf bentuk pelatihan,
penataran, studi banding, studi lanjut dan membaca referensi yang berkaitan
dengan pengembangan profesionalisine terhadap pekerjaan.

. Banyak faktor yang menjadi kendala bagi aparatur untuk menumbuhkan
Sikap profesionalisme dalam pelayanan publik, oleh karena itu hendaknya
aparatur peka terhadap perkembangan teknologi sistem imformasi sebagai
tuntutan baru dan pemerintah, maka semestinya sebagai aparatur pemerintah
berinisiatif mengembangkan kemampuan tersebut.agarmenunjang kenaikan
karir jabatan. Demikian juga aspek, inovatif dan kreatif, hendaknya aparatur
mau dan mampu menemukan ide-ide bar yang bertujuan memudahkan dan
menyederhanakan pekerjaan agar mendapatkan mtensif yang sesuai baik

dalam bentuk finanstal maupun non finansial.
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